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“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum
mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang
beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia
menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-
laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum
mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang
beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia
menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah
mengaj ak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah)
menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka
mengambil pelajaran.”

QS. Al-Bagarah: 211



PERSEMBAHAN
Sripsi ini saya persembahkan kepada

Bapak dan Ibu tercinta
Muslikhan dan Nor Alifah

Tiada kata yang dapat menggambarkan betapa besarnya kasih
sayang serta do’a kalian kepada penulis, semoga Allah SWT
senantiasa memberi kasih sayang serta rahmatNya kepada
kalian.

Teruntuk kaka serta adek penulis, Irfan Arhami, Slvia
Handayani dan Aqil Fairuz

Terimaksih atas do’a dan support-nya.

Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan kepada kita
semua, Amin.



DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis
menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah
pernah ditulis oleh oran lain. Demikian juga skripsi ini tidak
berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi
yang terdapat dalam refrensi yang di jadikan bahan rujukan.

Semarang, 3 Juni 2022

;'." S y Deklarator
" METERAI 2
egmm|  TEMPEL
.D1AG7AIXB39716221
Muhammad Erwin Abdullah

NIM. 1802016146



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman tranditeras Arab-Latin
merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri
Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan R. 1. No. 0543b/U/1987.

yang digunakan

A.Konsonan
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam
huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huru
Nam .
f a Huruf Latin Nama
Arab
| Allf Tidak Tidak
dilambangkan dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
. Es (dengan
S S Tsa o
titik di atas)
z Jim J Je
Ha H Ha (dengan
< titik di bawah)
z Kha Kh Kadan ha
2 Da D De

vi




Za

Zet (dengan

titik di atas)
Ra R Er
Zai Z Zet
Sn S Es
Syin Sy Esdanye
Es (dengan
sad ? titik ((Jli ba?Nah)
De (dengan
Dad P titik (gi bag/]vah)
Te (dengan
a ! titik (Sli basvah)
2a 7 Zet (dengan
| titik di bawah)
Ain . Apostr.of
- terbalik
Gain G Ge
Fa F Ef
Qaf Q Qi
Kaf K Ka
Lam L El
Mim M Em

Vi




O Nun N En
5 Wau w We
° Ha H Ha
s Hamz _ Apostrof
ah
Fatha
& h dan Ai Adanl
ya
Fatha
% h dan Au A danU
wau
¢ Ya Y Ye

Hamzah (<) yang terletak di awa kata mengikuti
vokal nya tanpa diberi tanda apapun. Jikaiaterletak di tengah
atau di akhir, makaditulis dengan tanda (*).

B. Vokal
Voka bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa
Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal
rangkap.Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya
berupa tanda harakat, trandliterasinya sebagai berikut:
Huruf
Tanda Nama Latin Nama

Fathah A A
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Kasrah

Dammah

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa
gabungan antara harakat dan huruf, tranditerasinya berupa
gabungan huruf, yaitu:

C. Maddah

Maddah atau voka panjang yang lambangnya berupa
harakat dan huruf, tranditerasinya berupa huruf dan tanda,

yaitu:
Huru
Harakat
f dan
dan Nama Nama
Tand
Huruf
a
A dan garisdi
L Fathah dan alif A atas
| dan garisdi
.S Kasrah dan ya I atas
Dammah dan U dan garisdi
" wau U atas

D. Ta Marbatah

Tranditeras untuk ta marbitah ada dua, yaitu: ta
marbdtah yang hidup atau memiliki harakat fathah, kasrah,

iX




atau dammah menggunakan trandliteras [t], sedangkan ta
marbdtah yang mati atau berharakat sukun menggunakan
trandliterasi [h].

. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam penulisan Arab
dilambangkan dengan tanda tasydid (), dalam trandliterasi ini
dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda)
yang diberi tanda tasydid.

Jika huruf ya () ber-tasydid di akhir sebuah kata dan
didahului harakat kasrah (), maka ia ditranditerasi seperti
huruf maddah (7).

. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf alif lam ma'rifah (J). Dalam pedoman
trandliterasi ini, kata sandang ditrandliterasi seperti biasa [al-
], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf
gamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

.Hamzah

Aturan trandliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ()
hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir
kata. Namun, bila hamzah terletak di awa kata, maka ia
tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa
alif.

.Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam
Bahasa Indonesia



Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditranditeras
merupakan kata, igtilah, atau kalimat yang belum dibakukan
dalam bahasa Indonesia. Kata, idtilah, atau kalimat yang
sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa
Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia
tidak lagi ditulis menurut cara tranditeras ini. Namun,
apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian
dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditranditeras
secara utuh.

. Lafz al-Jalalah (4)

Kata “‘*Allah” yang didahului parikel seperti huruf jar
atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih
(frasa nominal), ditrandliteras tanpa huruf hamzah. Adapun
ta marbatah di akhir kata yang disandarkan pada lafz al-
jalalah di trangdliterasi dengana huruf [t].

. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf
kapital, dalam trandliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai
ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan
pedomaan €aan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).
Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal
snama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila
kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka
yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata
sandang ditulis kapital (Al-) apabilaberada di awal kalimat.
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ABSTRAK

Problematika pencatatan perkawinan penganut aliran
kepercayaan yang berada di Desa Jahi Kecamatan
Gunungwungkal Kabupaten Pati yang masih mencantumkan
agama Islam dalam kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk
(KTP) menikah dengan penganut aliran kepercayaan pada
kolom agama di KTP mencantumkan agama selain Islam.
Perbedaan agama dalam kolom agama tersebut terjadi karena
sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitus 97/PUU-
XIV/2016 agama aliran kepercayaan tidak diakui Negara
sebagai agama resmi.

Praktik perkawinan yang dilakukan oleh pasangan
penganut aliran kepercayaan di Desa Jrahi adalah harus tunduk
pada salah satu agama, sebelum dilaksanakan perkawinan
keluarga dari calon suami dan istri melakukan musyawarah
untuk memilih agama mana yang akan digunakan untuk
melangsungkan perkawinan. Jadi meskipun calon suami dan
istri  dalam aktivitas peribadatan menggunakan aliran
kepercyaan.

Hasil dari penditian ini adalah pencatatan perkawinan
yang dilakukan oleh penganut aliran kepercayaan yang berbeda
agama dalam kolom agama di KTP sudah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Meskipun sudah ada putusan
Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI1V/2016 yang mana
dalam putusan tersebut penganut aliran kepercayaan sudah
tidak merasa didiskriminasi karena dapat mencantumkan
agama Penghayat Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa dalam
kolom agama di KTP. Tetapi penganut aliran kepercayaan di
Desa Jrahi masih diberi kebebasan untuk memilih agama mana
yang dipilih untuk melangsungkan perkawinan meskipun
dalam kesehariannya melakukan peribadatan dengan aliran
kepercayaan yang mereka pel uk.

Kata Kunci: Pencatatan Perkawinan, Penganut Aliran
K eper cayaan
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan
bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang
pria dengan wanita sebagai suami istri dengan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Y ang Maha Esa (YME). Selanjutnya dalam Pasal
2 di atur tentang keabsahan perkawinan, yaitu ayat (1),
“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing kontak agamanya dan kepercayaannya itu”.
Ayat 2 menyatakan “Tiap-tigp perkawinan dicatat dan

menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku”.*

Dalam Kompilas Hukum Islam (KHI) menguatkan apa
yang telah di atur dalam hukum positif Indonesia. Hal
demikian dapat di lihat dalam Kompilas Hukum Islam Pasa
2 menyatakan “Perkawinan menurut hukum islam adalah
pernikahan atau akad yang sangat kuat atau mitsagan
ghalizhan untuk mentaati  perintah  Allah  dan
melaksanakannya merupakan ibadah”. Selanjutnya dalam
Pasal 3 juga dijelaskan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk

! Ahmad Rofig, Hukum Perdata ISamdi Indonesia, (Depok: PT Raja
Grafindo, 2013), 51.



mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,

mawaddah, dan rahmah”.?

Muhammad Abu Zahrah memberikan definis
perkawinan adalah Akad yang memberikan faedah hukum
kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri)
antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan
memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan

kewajiban bagi masing-masing”.’

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan
bahwa perkawinan atau pernikahan berimplikasi pada akibat
hukum, melakukan perkawinan bertujuan menjain sebuah
hubungan yang dilandasi tolong menolong. Karena
perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya
terkandung adanya tujuan/mengharapkan keridhaan Allah
Subhanahu Wa Ta’ala.

Setelah dilaksanakan perkawinan perlu dilakukan
pencatatan perkawinan bagi pasangan suami istri, pencatatan
perkawinan adalah bentuk perlindungan dari Negara untuk
pasangan suami istri agar terhindar dari hal-hal yang tidak
diinginkan. Adapun tujuan pencatatan perkawinan adalah
sebagai berikut :

1. Untuk tertib administrasi perkawinan.

2 Mahkamah Agung, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang
Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dan
Pembahasannya, (Jakarta, 2011), 64.

3 Rusydaya Basri, Figih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah,
(Parepar: CV. Kaafah Learning Center, 2019), 5.



2. Jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh
akte kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk,
membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain).

3. Memberikan perlindungan terhadap status perkawinan.

4. Memberikan kepastian terhadap status hukum suami,
istri maupun anak.

5. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang
diakibatkan oleh adanya perkawinan.

Di Desa Jahi masih terdapat perkawinan aliran
kepercayaan yang berbeda agama dalam kolom agama pada
Kartu Tanda Penduduk (KTP), misanya penganut aliran
kepercayaan yang dalam kolom agama di KTP adalah Islam
menikah dengan penganut aliran kepercayaan yang dalam
kolom agama di KTP adalah Kristen. Perbedaan tersebut
terjadi karena sebelum adanya putusan Mahkamah K onstitusi
97/PUU-X1V/2016 penganut diran kepercayaan tidak dapat
mencamtumkan agama penganut aliran kepercayaan pada
kolom agama di KTP karena diran kepercayaan bukan
agama mel ainkan sebuah budaya lokal.

Sebelumnya, penulis telah melakukan prariset di Desa
Jrahi, menurut Bapak Miko Ade Setyawan selaku Kepala
Desa Jrahi yang penulis wawancara sebel umnya menjelaskan
bahwa perkawinan aliran kepercyaan di Desa Jrahi yang
berbeda agama pada KTPnya sering terjadi. Hal tersebut di



karenakan masyarakat di Desa Jrahi memeluk 4 Agama
yaitu, Islam, Kristen, Hindu dan Aliran K epercayaan. *

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Bapak Pitono, beliau
adalah salah satu pejebat pemerintahan Desa Jrahi. Beliau
menjelaskan bahwa praktik perkawinan pasangan penghayat
kepercayaan yang berbeda agama pada K TPnya adalah harus
tunduk pada salah satu agama. Jadi ketika akan
melangsungkan perkawinan para pihak keluarga dari calon
pasangan suami dan istri mengadakan musyawarah untuk
membahas agama mana yang nanti digunakan untuk
mel angsungkan perkawinan.’

Dalan putusan Mahkamah  Kongtitus  (MK)
mengabulkan permohonan uji materi terkait aturan
pengosongan kolom agama pada KK dan KTP. Hal itu di
atur dalam Pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 64 Ayat (1)
dan (5 Undang Undang No 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang No 24
Tahun 2013 tentang Undang tentang Administras
Kependudukan. Uji materi digjukan Nggay Mehang Tana,
Pagar Demanra Sirait, Arnold Purba, dan Carlim dengan
nomor perkara 97/PUU-X1V/2016.

Amar putusan MK nomor perkara 97/PUU-X1V/2016 :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk
seluruhnya;

* Miko Adi Setiyawan, Wawancara pada Minggu 20 Februari 2022
> Pitono, Wawancara pada Minggu 20 Februari 2022



2. Menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan
Pasa 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administras Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 323 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”;

3. Menyatakan Pasad 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5)
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah
dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 323 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Memerintahkan pembuatan Putusan ini dalam Berita
Negara Republik Indonesia sebagai mana mestinya.®

Adapun terkait dengan pencatatan perkawinan di atur
dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Bab Il Pasa

6 https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/97 PUU-
X1V _2016.pdf di akses padatangga 3 Maret 2022



2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan sebagai
berikut:’

1. Pencatatan  perkawinan  dari mereka  yang
melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam,
dilakukan oleh Pegawa Pencatat, sebagaimana
dimaksudkan dalam Undang-undang No. 32 Tahun
1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

2. Pencatatan  perkawinan  dari mereka  yang
melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan
kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh
Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil
sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-
undangan mengenai pencatatan perkawinan.

3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang
khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan
berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara
pencatatan  perkawinan  dilakukan  sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 9ini.

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa Pasal 6 ayat (2)
KHI disebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar
pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai
kekuatan hukum.® Pasal 7 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa
perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang

” Ahmad Rofig, Hukum, 9

& Amiur Nuruddin dan Azharu Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam
Indonesia: Sudi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Figih, UU No. 1
Tahun 1974 Sampai KHI, (Jakarta: Prenada Media Group, cet-3 2006), 123.



dibuat oleh Pegawa Pencatat Nikah. Dengan demikian,
mencatatkan perkawinan merupakan kewajiban bagi setiap
mereka yang melangsungkan perkawinan. Berkenaan dengan
pencatatan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang
memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974. Undang-undang ini menegaskan bahwa
perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan
menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan,
serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku.’

Oleh karena itu, di atas sudah dijelaskan bahwa
pencatatan perkawinan wajib dilakukan oleh semua warga
Negara Indonesia karena akan berimplikasi pada persoalan
lain. Dengan demikian, penulis tertarik meneliti tentang
perkawinan aliran kepercayaan yang mencamtumkan agama
Islam pada kolom agama di KTP menikah dengan penganut
aliran kepercayaan yang mencamtumkan agama selain Islam.
Maka dalam penilitian ini penulis memberikan judul
“Pencatatan Perkawinan Terhadap Penganut Aliran
Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.
97/PUU-X1V/2016 (Studi Kasus Aliran Kepercayaan di
Desa Jrahi Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten
Pati).”

° R. Subekti & R. Tjitro Sudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
(Jakarta: Pradnya Paramita, cet-10, 2008), 538.



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pencatatan perkawinan terhadap
penghayat kepercayaan yang ber-KTP isam menikah
dengan penghayat kepercayaan ?

2. Bagaimana pencatatan perkawinan terhadap penghayat
kepercayaan yang ber-KTP idam menikah dengan
penghayat kepercayaan menurut hukum islam dan
hukum positif ?

C. Tujuan Pendlitian
Tujuan yang ingin dihasilkan dari pendlitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik perkawinan terhadap
penghayat kepercayaan yang ber-KTP idam menikah
dengan penghayat kepercayaan menurut hukum islam.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum  pencatatan
perkawinan terhadap penghayat kepercayaan yang ber-
KTP idam menikah dengan penghayat kepercayaan
menurut hukum Islam dan hukum positif.

D. Manfaat Penelitian
1. Penditian ini  diharapkan mampu memberikan
pemahaman tentang tinjauan hukum pencatatan
perkawinan terhadap penghayat kepercayaan ber-KTP
islam menikah dengan penghayat kepercayaan menurut
hukum islam dan hukum positif.
2. Pendlitian ini diharapkan dapat menambah ilmu

pengetahuan pada umumnya dan kepustakaan tentang
tinjauan hukum pencatatan perkawinan terhadap



penghayat kepercayaan ber-KTP islam menikah dengan
penghayat kepercayaan di Kabupaten Pati.

E. Telaah Pustaka
Penulis menggunakan beberapa riteratur  yang
mempunyal keterkaitan dengan judul ini yang di antaranya
adalah:

1. Skripsi, Anisa Fitri Maulani, 2022, Fakultas Syari’ah,
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, dengan
judul skripsi “Pencatatan Perkawinan Penghayat
Kepercayaan Aliran Sapta Darma Perspektif PP No. 40
Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Dinas Pencatatan Sipil
Kabupaten Temanggung)” Skripsi ini membahas
tentang pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan
kebatinan Sapta Darma di Dinas Pencatatan Sipil
K abupaten Temanggung.™®

2. Skripsi, Muhamad Sidik, 2019, Fakultas Syari’ah dan
Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, dengan judul skripsi,
“Perkawinan  Orang Islam Dengan Penghayat
Kepercayaan (Studi Penghayat Kepercayaan Sunda
Wiwitan di Cigugur Kuningan Jawa Barat”. Skripsi ini
membahas tentang keabsahan perkawinan orang idam

19 Anisa Fitri Maulani, Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan
Aliran Sapta Darma Perspektif PP No. 40 Tahun 2019 (Studi Kasus Pada
Dinas Pencatatan Spil Kabupaten Temanggung), Skripsi, UIN Prof. K.H
Saifuddin Zuhri, (Purwokerto: 2022).
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dengan penghayat kepercayaan menurut hukum islam
serta hukum positif serta pencatatan perkawinannya.'*

3. Skripsi, Megamendung Danang Pransefi, 2019, Fakultas
Hukum, Universitas Airlangga, dengan judul
“Perlindungan Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi
Kependudukan (Analisis Putusan Mahkamah Kongtitusi
Nomor 97/PUU-XI1V/2016)”. Skripsi ini membahas
mengenai  konsep perlindungan aliran kepercayaan
dalam sistem hukum administrasi kependudukan dan
putusan Mahkamah Konstitusi ditinjau  dengan
pendekatan hak asasi manusia.*?

4. Jurna, Megamendung Danang Pransefi, jurnal Media
luris Vol. 4 No. 1, Februari 2021, tentang “Aliran
Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan.”
Dalam jurna tersebut membahas mengenai pencatatan
kependudukan terhadap aliran kepercayaan.™

5. Jurna, Rachmadi Usman, Jurnal Legislas Indonesia
Vol. 14 No. 03, September 2017, tentang ‘“Makna
Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-
undangan Di Indonesia” Dalam jurnal tersebut
membahas pencatatan perkawinan menurut hukum

" Muhammad Sidik, Perkawinan Orang Islam Dengan Penghayat
Kepercayaan (Studi Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan di Cigugur
Kuningan Jawa Barat, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta: 2019)

12 Megamendung Danang Pransefi, Perlindungan Aliran Kepercayaan
Dalam Administrasi Kependudukan (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 97/PUU-XIV/2016), Skripsi, Universitas Airlangga, (Surabaya: 2019).
13 Megamendung Danang pransefi, Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi
Kependudukan, Jurnal Media luris, Vol. 4 No. 1, 2021.
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islam, Kompilas Hukum Islam (KHI) dan Hukum
Positif serta pembaharuannya.™*

F. Metode Penditian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini
adalah jenis penelitian Hukum (Non Doktrinal) yaitu
penelitian yang mendasarkan atau mengkonsepkan
hukum sebagai tingkah laku atau perilaku dan aksi ini
dapat disebut sebagai penelitian sosia  (hukum),
Penelitian empiris atau penelitian yang non doktrinal.
Dalam penelitian ini hukum tidak dikonsepsikan sebagai
rules tetapi sebagai reguralities yang terjadi daam
kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman.
Adapun tahap penelitiannya yaitu dengan menggunakan
penelitian lapangan (field research) dan penelitian
kepustakaan (library research). Metode penelitian
lapangan (field research) dilakukan agar penulis dapat
memperoleh data, fakta dan informasi yang lebih akurat
dan objek mengenai penghayat kepercayaan di Desa
Jrahi, Gunungwungkal, Pati. Metode kepustakaan
(library research) didasarkan dengan mengumpulkan
data-data dan bahan-bahan penelitian melalui studi
kepustakaan yang diperoleh melalui kajian undang-
undang dan peraturan-peraturan serta bahan-bahan yang
lainnya yang berhubungan dengan data-data penelitian.

14 Rachmadi Usman, Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan

Perundang-undangan Di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No.

03, 2017.
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Sedangkan, pendekatan penelitian ini  dengan
menggunakan Pendekatan normatif empiris.
2. Sumber Data & Bahan Hukum

a. Sumber data primer, adalah data yang diperoleh
dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik
pengambilan data yang berupa interview dan
observas.® Data diperoleh dari hasil penelitian
secara langsung dari sumber data lapangan, dalam
hal ini adalah melakukan Sumber data primer
didapatkan  dengan mendatangi  penghayat
kepercayaan di Desa Jrahi, Gunungwungkal, Peti
secara langsung dan melakukan wawancara
terstruktur dengan warga setempat serta wawancara
dengan sgjumlah warga penghayat kepercayaan.

b. Sumber data sekunder, data yang diperoleh dari
kepustakaan yakni berupa bahan bahan atau buku-
buku bacaan yang ditulis oleh para ahli sehingga
dapat memberikan penjelasan terhadap sumber data
primer, seperti:  buku-buku umum, jurnal,
dokumen, dan referensi-referensi lain  yang
berhubungan dengan skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observas merupakan sebuah proses penelitian
secara lebih mendalam untuk mengetahui tinjauan
hukum pencatatan perkawinan terhadap penghayat
kepercayaan yang ber-K TP islam menikah dengan

1> saifudin Azwar MA, Metode Pendlitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelgjar:
Cet- V111, 2007), 36.



13

penghayat kepercayaan di Jrahi, Gunungwungkal,
Pati.

b. Wawancara atau interview adalah pengambilan
data dengan menggunakan tanya jawab kepada
pihak-pihak yang terkait dengan subyek peneliti.
Subjek yang diwawancarai dalam penelitian ini
adalah warga penganut aliran kepercayaan di Desa
Jrahi guna memperoleh data yang sesuai dengan
tema pada skripsi yang dibahas.

c. Dokumentasi vyaitu pengumpulan data yang
diperoleh melalui dokumen-dokumen, buku, kitab,
makalah, bulletin serta peraturan-peraturan dan
sumber yang lain.

4. Metode Andlisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini, penulis
menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan cara
reduksi data, penyajian data, dan kesmpulan. Reduks
data adalah pekerjaan peneliti untuk mempilah-pilih
data yang dianggap dibutuhkan peneliti untuk menjawab
permasalahan penelitian yang ditentukan (rumusan
masalah) memperjelas dan memperkuat data, serta
mengabstraksi data. Penygjian data dengan cara
menaratifkan data, memindahkan data dari bahasa
informan ke bahasa naratif sesuai dengan substansi data.

Penarikan  kesimpulan dilakukan dengan cara

mendiskusikan antara teori dan data, serta

mengkol aborasikan teori dan data.
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G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman
dalam menganalisa permasalahan pada penelitian ini, maka
peneliti menggunakan sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yang
menjelaskan tentang gambaran umum yang memuat pola
dasar penulisan skrips ini, yaitu meliputi latar belakang
penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
tinjauan pustaka, kerangka teori, metode pendlitian, jenis dan
sumber data, metode pengumpulan data, sistematika
penulisan.

Bab II, bab ini memuat materi tentang landasan teori
yang menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang
Pencatatan Perkawinan menurut hukum islam, hukum
positif, dan konsep perkawinan airan kepercayaan.

Bab Ill, pada bagian ini penulis membahas data
penelitian yang berupa hasil penelitian lapangan yaitu
gambaran umum mengena Desa Jrahi meliputi, sejarah desa,
kondisi geografis, keadaan penduduk, kondis ekonomi, dan
kondisi sosial keagamaan serta praktik perkawinan aliran
kepercayaan di Desa Jrahi.

Bab IV, penulis membahas mengenai analisis praktik
perkawinan adiran kepercayaan serta anlisis pencatatan
perkawinan terhadap penghayat kepercayaan yang ber-KTP
Issam menikah dengan penghayat kepercayaan menurut
hukum Islam dan hukum positif di Desa Jrahi, Kecamatan
Gunungwungkal, Kabupaten Pati.
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Bab V, bagian ini merupakan pembahasan akhir dari
skripsi dengan mengetengahkan kesimpulan dan saran-saran
yang ada kaitannya dengan pokok permasal ahan.



BAB |1
TINJAUAN UMUM TENTANG PENCATATAN
PERKAWINAN

A. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam
1. Al-Qur’an

Islam tidak mengatur secara eksplisit mengenai
pencatatan perkawinan. Melihat kriteria rukun maupun
persyaratan nikah, tidak ada penyebutan tentang
pencatatan. Keberadaan saksi dianggap telah
memperkuat keabsahan suatu perkawinan. Pihak-pihak
terkait tidak bisa mengadakan pengingkaran akan akad
yang sudah terjadi. Bisa jadi ini didasarkan pada
pernikahan masa Rasulullah sendiri tidak ada yang
dicatatkan. Dalam kitab figh klask pun tidak ada
pembahasan tentang pencatatan pernikahan.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk
mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.
Ini merupakan suatu upaya yang di atur melalui
perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan
kesucian (mitsagan ghalidhan) perkawinan, dan lebih
khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak
dalam kehidupan rumah tangga Melalui pencatatan
perkawinan dengan dibuktikan dengan Akta Nikah,
yang masing-masing suami istri mendapat salinannya,
apabila terjadi perselisihan atau percecokan di antara
mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka
yang lain dapat melakukan upaya hukum guna

16
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mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-
masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri
memiliki bukti autentik atas perkawinan yang telah
mereka lakukan.

Bila kita perhatikan pencatatan mengenal
perkawinan secara konkrit tidak dijelaskan di dalam al-
Qur’an maupun hadist Nabi Muhammad Shallallahu
‘alaihi  Wasallam yang kita ketahui mengenai
pencatatan lebih kepada perbuatan bermuamalah. Hal
ini dikutip pada Q. S Al-bagarah ayat 282:'

SR Ll Jal U ity NI 1) Gaal 3l
[P R Pl L P g L4 R L e vl O
V3455 40 Gl Bal adle (o JIK E4CH ) Ak
mﬁwdﬂ\«wmu&mmMW
| e s B3ally A5 L Sh Oad O gliig ¥
Al da 8 uﬂw B30 A 008 AT G idied
LA@-'JAUS Logeda) Jual & 13680 (g G5 (o
\;:f_m‘gj 1523 L 13) a1l S Y5 G AY
ejsban\mm AT W58 G yala 6 5KE
oﬁa\éb‘)@u}i\u“gl\;b}\g“;m‘jgdw

13) ) 53650 5T YRS T ~ U 2&0e (s 285 iyl
h”‘“\ﬁ\)jﬂ.\u\}od.\g_my*g&_uls‘)@\g_g e.uuh.a
FAEI I O TICA SR N PR
“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila

kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan

16 Ahmad Rofig, Hukum, 100.
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hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis
menolak untuk menuliskannya sebagaimana
Allah telah mengajarkan kepadanya, maka
hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang
yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah
dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan
janganlah dia mengurangi sedikitpun
daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang
kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau
tidak mampu mendiktekan sendiri, maka
hendaklah walinya mendiktekannya dengan
benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang
saks laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada
(saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang
laki-laki dan dua orang perempuan di antara
orang-orang yang kamu sukai dari para saks
(yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka
yang seorang lagi mengingatkannya. Dan
janganlah saksi-saks itu menolak apabila
dipanggil. Dan janganlah kamu bosan
menuliskannya, untuk batas waktunya baik
(utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian
itu, lebih adil di sis Allah, lebih dapat
menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan
kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu
merupakan perdagangan tunai yang kamu
jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa
bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan
ambillah saks apabila kamu berjual beli, dan
janganlah penulis dipersulit dan begitu juga
saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka
sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan
bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan
pengajaran kepadamu, dan Allah Maha
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Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S Al-Bagarah:
282)

Selan QS Al-Bagarah ayat 282 di atas,
diungkapkan pula mengenai kaidah figih yang
mengatakan Dar'ul mafasidu mugaddamun ala jalabil
mashalih. Dimana pencatatan itu mambawa kepada
kemaslahatan yang baik maka tidak mengapa Q.S Al-
Bagarah ayat 282 dijadikan giyas pada pelaksanaan
pencatatan perkawinan. Dengan maksud bahwa sesuatu
yang mendatangkan kebaikan atau manfaat, dan
menjauhkan dari kerusakan (mudharat).Secara hukum
figih Ini dianggap sebagai mashlahat mursalah dimana
ini diartikan dengan menetapkan sebuah hukum pada
suatu maslahah yang tidak disebutkan ketentuannya di
dalam Al-qur’an maupun sunnah. Sedangkan penetapan
ini dilakukan sebagai upaya mencari kemashlahatan dan
menolak kerusakan dalam kehidupan manusia.*’

Dengan analisis tersebut di atas, dapat ditegaskan
bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan
yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak,
karena pencatatan perkawinan dan akta-nya memiliki
landasan metodelogis yang kuat, yaitu Qiyas atau
maslahat marsalah yang menurut  Al-Syatiby,
merupakan dalil Qoth’i yang dibangun atas dasar kagjian
induktif (istigro’i).

Selain itu, pencatatan pernikahan juga merupakan
bentuk represif dimaksudkan untuk membantu

Y Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Rofig, Hukum, 83.
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masyarakat, agar di dalam melangsungkan pernikahan
tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum figih
sgja, tetapi aspek-aspek keperdataannya juga perlu
diperhatikan secara seimbang. Jadi, pencatatan
pernikahan dan aktanya merupakan bentuk usaha
pemerintah  untuk mengayomi masyarakat demi
terwujudnya ketertiban dan keadilan.®
2. Madlahah Mursalah
Syari’at Islam (magasidus syari'ah) bertujuan
untuk mendatangkan maslahat dan menghindarkan
bahaya, karena perkawinan yang tidak dicatatkan dapat
menimbulkan mudarat kepada istri, anak, dan harta
bersama (gono gini), maka pencatatan perkawinan oleh
pemerintah menurut sebagian orang dapat dipandang
sebagai masalah darurat karena tidak disebutkan secara
rinci dalam Al-Qur’an dan Al-Hadis. Hukum yang
diterapkan berdasarkan ijtihad ini dapat berubah sesuai
kondisi, selama perubahan hukum itu untuk
kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan Al-Qur’an
dan Hadis, atau magasidus syari ah berdasarkan kaidah
fighiyah:™®
La W15 Jsall iy alSaV)

'8 Nunung Rodliyah, Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai
Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Pranata
Hukum, Volume 8 Nomor 1, 2013, 32.

¥ Khoirul Abrar, Hukum Perkawinan Dan Perceraian, Yogyakarta: Arjasa
Pratama, 2020, 251.
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“Hukum dapat berubah disebabkan perubahan
keadaan dan zaman.

Segjalan dengan kaidah lain :
liadl cla e anie auliall 10

“Menghindari kerusakan didahulukan daripada
memperoleh kemaslahatan™

Falaall Jnsie de I e alaYl G

“Tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan
terjaminnya  kepentingan dan  kemaslahatan
rakyatnya”.

Pemerintah yang mengatur tentang pencatatan
pernikahan dan dibuktikannya dengan akta nikah, dalam
perspektif metodologis, diformulasikan menggunakan
metode istihlah atau maslahat mursalah. Hal ini karena
meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau
sunah yang memerintahkan pencatatan nikah,
kandungan maslahatnya sgjalan dengan tindakan syara’
(mulaimah li tasharufat al-syar’) yang ingin
mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dapat
dilakukan analogi (qgiyas), karena ada kesamaan illat,
yaitu untuk menghindari dampak negatif yang
ditimbulkan dari nikah yang tidak dicatat.’

Dengan demikian landasan di atas menjelaskan
bahwa apa yang tidak diperintahkan secara eksplisit
dalam Al-Qur’an dan Hadis dapat dibuat aturan yang
mengharuskan berdasarkan kemaslahatan dan sekaligus

2% Ahmad Rofig, Hukumi, 101-102.
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menghindari mudarat. Berdasarkan cara berfikir ini,
pencatatan perkawinan dapat diwajibkan demi menjaga
kemaslahatan suami, istri, dan anak-anaknya, karena
dinilai bahwa perkawinan yang tidak tercatat lebih
banyak mendatangkan mudarat daripada manfaatnya.
Kompilas Hukum Islam

Akan hanya tentang pencatatan perkawinan,

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskannya dalam
Pasal 5s.d 7 ayat (1) :*

1

2.

Pasal 5

Agar terjamin  ketertiban perkawinan  bagi
masyarakat |slam, setiap perkawinan harus dicatat.

Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1)
dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah
sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32
Tahun 1954.

Adapun teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam

Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut:*

1

Pasal 6

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap
perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di
bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan
Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai
kekuatan hukum.

2 Kompilasi Hukum Islam

22 |pid.



23

Pasal 7

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta
Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

2. Daam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan
dengan Akta Nikah, dapat digjukan itsbat nikahnya
ke Pengadilan Agama.

3. Itsbat nikah yang dapat digukan ke Pengadilan
Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan
dengan :

a) Adanya perkawinan dalam rangka
penyelesaian perceraian;

b) Hilanganya Akta Nikah;

c) Adanya keragan tentang sah atau tidaknya
salah satu syarat perkawinan;

d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum
berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974
dan;

€) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang
tiddk mempunyai haangan perkawinan
menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974,

4. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah
ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali
nikah dan pihak yang berkepentingan dengan
perkawinan itu.

Dari penjelasan di atas, dapat dismpulkan bahwa

pencatatan perkawinan adalah hal yang sangat penting
dan harus dilakukan, meskipun dalam syariat tidak
dijelaskan secara spesifik. Karena implikas pernikahan
ialah adanya akibat hukum. Selain itu, pencatatan
pernikahan juga melindungi dan mencegah setiap
pasangan suami istri dari hal-hal yang tidak diinginkan.
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B. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Positif
PadaPasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan
bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan
tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan menjadi penting, yang menurut
Saidus Syahar, pentingnya pencatatan perkawinan adalah: %

1. Agar adanya kepastian hukum dengan adanya alat bukti
yang kuat bagi yang berkepentingan mengenai
perkawinannya, sehingga memudahkannya dalam
mel akukan hubungan dengan pihak ketiga;

2. Agar lebih menjamin ketertiban masyarakat dalam
hubungan kekeluargaan sesuai dengan akhlak dan etika
yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan negara;

3. Agar ketentuan undang-undang yang bertujuan
membina perbaikan sosia (social reform) lebih efektif;

4. Agar nilai-nilai dan norma keagamaan dan kepentingan
umum lainnya sesuai dengan dasar negara Pancasila
lebih dapat ditegakkan.

Menurut D.Y. Witanto terdapat beberapa fungs dari
kewgjiban pendaftaran (pencatatan) perkawinan sebagaimana
diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUP, antaralain:

2 Marwin, Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam
Tatanan Konstitusi, Jurnal ASAS, Vol.6, No. 2, 2014, 109.
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1. Pendaftaran perkawinan merupakan fungsi negara
dalam melakukan perlindungan bagi warganya, karena
dengan adanya pencatatan terhadap perkawinan akan
memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para
pihak yang terlibat, jika dikemudian hari perkawinan
tersebut dipermasalahkan oleh pihak ketiga;

2. Kewsjiban juga bermanfaat jika dikemudian hari timbul
persoalan tentang hak waris, harta bersama atau hak-hak
lainnya sebagai akibat dari hubungan hukum yang
dibuat dengan pihak lain;

3. Pencatatan perkawinan dibuat dalam bentuk akta otentik
yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna,
sehingga peristiwa yang dianggap penting dalam sgjarah
kehidupan manusia dapat terdokumentasi secara baik
dan tertib.

Salah satu kerangka awal untuk mendapatkan jaminan
hukum dalan sebuah perkawinan adalah dengan
mencatatkannya kepada instansi yang berwenang. Hal ini
tidak hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam sgja,
melainkan juga bagi mereka yang beragama Kristen,
Katholik, Hindu maupun Budha. Sebagaimana tertuang
dalam UU No. 22 tahun 1946 j.o. serta UU No 32 tahun
1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (penjelasan
Pasal 1), juga dadam UU No. | Tahun 1974 tentang
Perkawinan Pasal 2 ayat (2), yang diperkuat dengan Inpres
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RI no. 1 tahun 1991 tentang Kompilas Hukum Islam Pasal 5
dan 6.**

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2)
Undang-Undang Perkawinan, yaitu : “tiap-tiap perkawinan
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku”. Begitu juga Pasal 4 dan 5 dadam undang-undang
yang berbunyi "Dalam hal seorang suami akan beristri
lebih dari seorang (poligami), maka ia wajib mengajukan
permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya,
dengan ketentuan jika istri tidak dapat menjalankan
kewagjibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau
penyakit yang sulit untuk disembuhkan dan istri tidak dapat
melahirkan keturunan, di samping itu harus ada persetujuan
dari istri pertama, adanya kepastian suami mampu memberi
nafkah istri dan anak-anaknya dan ada jaminan bahwa
suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak anak
mereka. »°

Secara lebih rinci, Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Bab Il Pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan
perkawinan:*®

1. Menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai
Pencatat, sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 32

24 Khoirul Abrar, Hukum, 249.

% Fahmi Basyar, Prosedur Pencatatan Perkawinan Dan Perceraian Di Negara
Indonesia Dan Malaysia Perspektif Hukum Islam, Jurnal Istidlal, Volume 1,
Nomor 1, 2017, 90.

%6 Ahmad Rofig, Hukum, 94
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Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan
Rujuk.

2. Pencatatan  Perkawinan  dari mereka  yang
melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan
kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh
Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil
sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-
undangan mengenai pencatatan perkawinan.

3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang
khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan
berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara
pencatatan  perkawinan  dilakukan  sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 9 PP ini.

Adapun tata cara atau prosedur melaksanakan
pencatatan perkawinan sesuai urutannya adalah sebagai
berikut:*’

1. Pemberitahuan
Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan disebutkan bahwa tata cara
pemberitahuan rencana perkawinan dapat dilakukan
secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh
orang orang tua atau wakilnya. Pemberitahuan ditentukan
paing lambat 10 hari sebelum  perkawinan
dilangsungkan. Adapun hal yang diberitahukan, yakni

?’Muhammad Anthon Athoillah, Hukum Dan Administrasi Perkawinan,
(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2021) 27-29.
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nama, umur, agama, pekerjaan, alamat, dan apabila salah
satu atau keduanya pernah kawin, disebutkan pula nama
istri atau suaminya (Pasal 4).

Penelitian

Daam ha ini, pegawai pencatat nikah harus meneliti
asal-usul kedua calon mempelai, termasuk status
perkawinannya masing-masing, sebagaimana tertera
dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, “Pegawai pencatat yang
menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan
perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan
telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan
perkawinan menurut undang-undang”.

Selain itu, pegawa pencatat nikah juga diwajibkan
melakukan penelitian, sebagaimana tercantum dalam
pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, yaitu:

a. Kutipan akta kelahiran atau surat kena lahir calon
mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau
surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat
keterangan yang menyatakan umur dan asal usul
calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau
yang setingkat dengan itu.
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Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan,
pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon
mempelai.

Izin tertulig/izin pengadilan, sebagaimana dimaksud
dalam pasa 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, apabila salah seorang calon mempelai
atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh
satu) tahun.

Izin pengadilan, sebagaimana dimaksud pasal 4,
dalam hal calon mempela adalah seorang suami
yang masih mempunyai istri.

Dispensas pengadilan/pejabat, sebagaimana
dimaksud pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.
9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Izin kematian istri atau suami yang terdahulu atau
dalam hal perceraian surat keterangan perceraian,
bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.

Izin tertulis dari pgjabat yang ditunjuk oleh Menteri
Hankam/ Pangab apabila salah satu calon mempelai
atau keduanya anggota angkatan bersenjata.

Surat kuasa autentik atau di bawah tangan yang
disahkan pegawai pencatat apabila salah seorang
calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir
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sendiri karena suatu alasan yang penting sehingga
mewakilkan kepada orang lain.

Hasil penelitian pegawai pencatatan kemudian ditulis
dalam suatu daftar yang diperuntukkan calon pasangan,
sebagaimana disebutkan pada pasal 7 ayat 1 Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Akan tetapi, apabila hasil dari penelitiannya menunjukkan
adanya halangan perkawinan, sebagaimana dimaksud
undang-undang, dan belum terpenuhi persyaratannya,
seperti diatur dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah
No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pegawai pencatat
memberitahukan kepada calon mempelai atau kepada
orang tua atau wakilnya. Hal tersebut diatur dalam pasal 7
ayat 1 Dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan.

Pengumuman

Pegawai pencatat memberikan pengumuman mengenai
perkawinan  dengan cara menempelkan  surat
pengumuman menurut formulir yang ditetapkan kantor
pencatatan perkawinan. Pengumuman ditempel di tempat
yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.
Pengumuman harus ditandatangani oleh pegawai pencatat
nikah. Isi yang dimuat dalam pengumuman, menurut
pasa 9 Peraturan Pemerintah, antaralain:
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a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat
kediaman dari calon mempelai, apabila salah seorang
atau keduanya pernah kawin, disebutkan nama istri
dan (atau) suami mereka terlebih dahulu.

b. Hari, tanggal, waktu, dan tempat perkawinan akan
dilangsungkan. Jika syarat-syarat telah terpenunhi,
pernikahan dapat dilaksanakan  sebagaimana
mestinya.

Setelah  pengumuman  kehendak  melangsungkan
perkawian ditempel, dan tidak ada keberatan-keberatan dari
pihak-pihak yang terkait dengan rencana calon mempelai,
maka perkawinan dapat dilangsungkan. Ketentuan dan tata
caranya diatur dalam Pasal 10 (PP No. 9/75) sebagai berikut:

1. Perkawinan dilangsungakan setelah hari kesepuluh
sgjak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai
pencatat seperti yang dimaksud Pasal 8.

2. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum
masi ng-masing agamanya dan kepercayaan itu.

3. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut
masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya
itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai
pencatat dan hidari dua orang saksi.

Pada saat dilangsungkan perkawinan, Pegawai Pencatat
telah menyiapkan akta nikah dan salinannya dan telah diis
mengenai hal-hal yang diperlukannya, seperti diatur dalam
Pasal 12 (PP. 9/1975). Akta perkawinan memuat :
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1. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan,
pekerjaan, dan tempat kediaman suami istri. Apabila
salah satu seorang atau keduanya pernah kawin, maka
disebutkan juga namaistri atau suami terdahulu.

2. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat
kediaman orang tua mereka.

3. lzin kawin, sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2),
(3), (4), dan (5) Undang-undang.

4. Dispensas sebagai dimaksud dalam Pasal 7 (2) UU.

5. 1zin pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 UU.

6. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
Uu.

7. lzin dari pej abat yang ditunjuk oleh
Menhankam/Pangab dari Angkatan Bersenjata.

8. Perjanjian perkawinan bilaada.

9. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan
tempat kediaman para saks, dan wali nikah bagi yang
beragama Islam.

10. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan
tempat tinggal kuasa apabila perkawinan dilakukan
melalui seorang kuasa.

Setelah hal-hal tersebut di atas, dalam Akta Nikah
dilampirkan naskah perjanjian  perkawinan  (taklik
talak/penggantungan talak), yaitu teks yang dibaca suami
setelah akad nikah sebagai perjanjian kesetiaannya terhadap
istri.

Sesaat setelah dilangsungkan akad nikah, kedua
mempelai menandatangani Akta Nikah dan salinannya yang
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telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan
yang berlaku. Setelah itu, diikuti oleh penandatanganan oleh
kedua orang saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri
akad nikah. Kemudian wali nikah atau yang mewakilinya,
juga ikut menandatangani. Dengan penandatanganan Akta
Nikah dan salinannya, maka perkawinan telah tercatat secara
resmi (Pasal 11 PP No. 9/1975) dan mempunya kekuatan
hukum (KHI Pasal 6 (2).

Jadi dapat dismpulkan bahwa pencatatan perkawinan
adalah sebagai suatu upaya Negara untuk mendapatkan
jaminan dan kepastian hukum jika perkawinan akan
dipermasalahkan kemudian hari. Upaya tersebut dapat dilihat
dadam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dan Undang-undang No. 22 Tahun 1946
j.0. yang diperkuat dengan Inpres Rl no. 1 tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam. Selain menjadi syarat sah
dalam perkawinan, pencatatan perkawinan juga bertujuan
untuk mencegah dan melindungi bagi pasangan suami istri
dari hal yang tidak diinginkan.

Selain itu, memerhatikan ketentuan-ketentuan hukum
yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat
dipghami bahwa pencatatan tersebut adadah syarat
administratif. Artinya perkawinan tetap sah, karena standard
sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma
agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan.
Penacatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan,
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suatu perkawinan tidak mempunyai hukum. Akibat yang
timbul adalah apabila salah satu melalaikan kewajibannya,
maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena
tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan autentik dari
perkawinan yang dilangsungkan. Tentu sgja, keadaan
demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan
itu sendiri.

C. Perkawinan Aliran Kepercayaan

Definis kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Bersama Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43
dan 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada
Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi
dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan
yang diwujudkan dengan perilaku ketagwaan dan
peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta
pengamalan budi luhur yang gjarannya bersumber dari
kearifan lokal bangsa Indonesia. Definis ini diulang
kembali dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No.77 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang
Maha Esa. Sementara pemeluk kepercayaan disebut sebagai
Penghayat K epercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa®

28 Sukirno, Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat
Kepercayaan Komunitas Adat, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 2, 2019,
133.
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Secara teknis perkawinan diran  kepercayaan
dilaksanakan sesuai dengan aturan dari tigp aliran
kepercayaan sendiri. Sebagaimana dalam Pasal Pasa 2 UU
Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan “Perkawinan adalah sah,
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya
dan kepercayaannya itu.”

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan (“PP  9/1975”), pencatatan
perkawinan  dari mereka yang  melangsungkan
perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu
selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat
perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud
dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan
perkawinan.

Adapun pencatatan perkawinan bagi penganut aliran
kepercayaan tidak cukup hanya diatur dalam undang-undang
nomor 1 tahun 1974 dan juga perundang-undangan yang
menjelaskan nya. Mengenai pencatatan perkawinan bagi
penghayat kepercayaan selanjutnya diatur dalam undang-
undang administrasi dan kependudukan (adminduk) negara
yaitu undang-undang nomor 40 tahun 2019 tentang
Administrasi Kependudukan.

Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
tentang Pel aksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan, diatur mengenai tata
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cara pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan, yang

dimana disebutkan sebagai berikut:*

1. Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di

hadapan Pemuka Penghayat K epercayaan.

Pemuka Penghayat K epercayaan sebagai mana dimaksud
pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisas
penghayat  kepercayaan, untuk mengisi  dan
menandatangani surat  perkawinan  Penghayat
Kepercayaan.

Pemuka Penghayat K epercayaan sebagai mana dimaksud
pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang
tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat
K epercayaan Terhadap Tuhan Y ang Maha Esa.

Selain itu pencatatan perkawinan bagi penganut aliran

kepercayaan juga diatur dalam Pasal 39 dan 40 Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Administras
Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administras
Kependudukan. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai

berikut:*

Pasal 39

29Muhammad Rasyid Ridha S, Sukirno, dan Sri Sudaryatmi, Pengakuan

Perkawinan Masyarakat Penganut K epercayaan Lokal Agama Djawa Sunda
Dalam Perspektif Teori Multikulturalisme, Jurnal Diponegoro Law, Vol. 6

No. 1, 2017, 9.
3% peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Administrasi
K ependudukan
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Perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa dilakukan di hadapan pemuka
penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa

Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk
dan ditetapkan oleh organisas penghayat kepercayaan
terhadap Tuhan Y ang Maha Esa.

Organisass dan pemuka penghayat kepercayaan
terhadap Tuhan Y ang Maha Esa sebagai mana dimaksud
pada ayat (21 terdaftar pada kementerian yang bidang
tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat
kepercayaan terhadap Tuhan Y ang Maha Esa.

Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang
Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi
dan menandatangani surat perkawinan penghayat
kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Pasal 40

Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari
setelah dilakukan perkawinan di hadapan pemuka
penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa

Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. Pgabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
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Kabupaten/Kota memberikan formulir pencatatan
perkawinan kepada pasangan suami istri;

b. pasangan suami istri mengis formulir pencatatan
perkawinan dan menyerahkannya kepada pejabat
Pencatatan Sipil dengan menunjukkan KTP-¢l
untuk  dilakukan pembacaan  menggunakan
perangkat pembaca KTP-el dan melampirkan
dokumen:

1. surat perkawinan penghayat kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan
menunjukkan aslinya;

2. pasfoto suami danistri;
akta kelahiran; dan

4. dokumen perjalanan luar negeri suami
dan/atau istri bagi orang asing.

c. Pgabat Pencatatan Sipil melakukan verifikas dan
validas terhadap data yang tercantum dalam
formulir pencatatan perkawinan dan dokumen yang
dilampirkan;

d. berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian data hasil
verifikas dan validasi sebagaimana dimaksud pada
huruf c, pgabat Pencatatan Sipil mencatat pada
register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan
akta perkawinan; dan

e. kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud
pada huruf d diberikan masing-masing kepada
suami dan istri.

Jadi, secara yuridis perkawinan aliran kepercayaan
harus dilakukan di depan pemuka penghayat yang ditunjuk
ditetapkan oleh organisasi penghayat yang terdaftar. Namun,
tidak semua organisasi penghayat kepercayaan terdaftar di
Kementrian Pendidikan dan K ebudayaan.
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Aturan pelayanan perkawinan penghayat kepercayaan
lokal dan pendaftaran organisas penghayat kepercayaan
lokal ini, kemudian diatur lebih spesifik pada Peraturan
Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan
dan Pariwisata No. 43/41 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan
Yang Maha Esa. Pada pasal 7, diatur bagaimana organisas
penghayat kepercayaan lokal dapat mengajukan Surat
Keterangan Terdaftar (SKT). Surat Keterangan Terdaftar ini
adalah bukti organisas Penghayat Kepercayaan telah
terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan, yang dimana
syarat pengaj uannya pada Peraturan Bersama Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43/41
Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada pasal 7
adalah sebagai berikut:*

Surat Keterangan Terinventarisas  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dan Pasal 6 ayat (2)
huruf d digjukan oleh pengurus organisas kepada Menteri
K ebudayaan dan Pariwisata melalui dinas/lembaga/unit kerja
yang mempunyai tugas dan fungsi menangani kebudayaan
dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Formulirisan A, Al, dan A2;
2. AD/ART;

31 Muhammad Rasyid Ridha, Sukirno, dan Sri Sudaryatmi, Pengakuan
Masyarakat Penganut Kepercayaan Lokal Djawa Sunda Dalam Per spektif
Teori Multikulturalisme, Jurnal Diponegoro Law Val. 6, No. 1, 2017, 9.



Ajaran tertulis;
Susunan pengurus,
Daftar nominatif anggota;

Program kerja; dan

N o gk~ W

Riwayat hidup sesepuh.
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Secara substansi ketentuan pencatatan perkawinan bagi
penghayat perkawinan dalam PP No. 37 Tahun 2007 dan PP
No. 40 Tahun 2019 tidak berbeda, yang berbeda pada PP No.
37 Tahun 2007 diatur dalam 3 pasal, sedangkan pada PP No.
40 Tahun 2019 diatur dalam satu pasal (Pasal 40). Pasal 40
PP No. 40 Tahun 2019. Adapun bunyi pasal 40 PP No. 40

Tahun 2019 adalah sebagai berikut:*
Pasal 40

1. Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari
setelah dilakukan perkawinan di hadapan pemuka
penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha

Esa

2. Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. Pgabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT

32 peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Administrasi
K ependudukan
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Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota memberikan formulir pencatatan
perkawinan kepada pasangan suami istri;

b. pasangan suami istri mengisi formulir pencatatan
perkawinan dan menyerahkannya kepada pejabat
Pencatatan Sipil dengan menunjukkan KTP-¢l
untuk  dilakukan  pembacaan  menggunakan
perangkat pembaca KTP-el dan melampirkan
dokumen:

e surat perkawinan penghayat kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan
menunjukkan aslinya;

e pasfoto suami danistri;

e aktakelahiran; dan

e dokumen perjalanan luar negeri  suami
dan/atau istri bagi orang asing.

c. Pgabat Pencatatan Sipil melakukan verifikas dan
validas terhadap data yang tercantum dalam
formulir pencatatan perkawinan dan dokumen yang
dilampirkan;

d. berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian data hasil
verifikas dan validasi sebagaimana dimaksud pada
huruf c, pgabat Pencatatan Sipil mencatat pada
register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan
akta perkawinan; dan

e. kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud
pada huruf d diberikan masing-masing kepada
suami dan istri.

Pasal di atas menentukan bahwa perkawinan penghayat
kepercayaan dilakukan oleh pemuka penghayat kepercayaan
yang sudah ditunjuk dan ditetapkan oleh organisas
penghayat kepercayaan yang terdaftar di kementerian yang
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bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Setelah
pemuka penghayat mengisi dan menandatangani surat
perkawinan penghayat kepercayaan, maka dalam tempo
selambatnya 60 hari harus sudah dicatatkan ke Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota, dengan
mengisi formulir pencatatan perkawinan dan menunjukkan
KTP-el serta dilampiri surat perkawinan perkawinan
penghayat kepercayaan dan pas foto suami dan istri, serta
aktakelahiran.®

Maka dengan demikian, dapat disimpulkan pencatatan
perkawinan bagi penghayat kepercayaan mencerminkan
suatu kepastian hukum, dengan ditetapkannya bahwa suatu
peristiwa perkawinan terjadi dibuktikan dengan adanya akta
perkawinan. Sebagai konsekuensi lebih lanjut dalam
pandangan hukum tidak ada perkawinan atau perkawinan
adalah tidak sah apabila pelaksanaan perkawinannya tidak
mengikuti tata cara dan pencatatan perkawinan. Mengenai
prosedur pencatatan perkawinan bagi penghayat tertuang
dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Undang-undang No 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan Sebagaimana Teah diubah
Dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang
perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan.

33 Sukirno, Rekonstruksi,138.
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PRAKTIK PERKAWINAN ALIRAN KEPERCAYAAN
DI DESA JRAHI

A. Gambaran Umum Desa Jrahi
Desa Jrahi merupakan daerah yang memiliki fisik yang
bersih dan rapi, tata letak rumahnya terawat sangat baik, hal
ini didukung oleh pola pikir dan pola hidup masyarakat Jrahi
yang berkeinginan untuk memajukan desanya sebagai desa
wisata dan desa yang bertolerans antar umat beragama serta
berkeinginan untuk terus mengikuti perkembangan zaman.

Jrahi adalah nama sebuah desa yang termasuk dalam
kecamatan Gunungwungka Kabupaten Pati, yang mana
Kecamatan Gunungwungkal terdapat 15 Desa, 241 RT, dan
47 RW. Kecamatan Gunungwungkal berada pada 600 m di
atas permukaan laut sebelah utara Kabupaten Pati yang
berada pada lereng Gunung Muria dan letaknya berdekatan
dengan Kecamatan Tayu yang merupakan salah satu
kecamatan yang terletak di lereng Pegunungan Muria
Kecamatan ini juga menjadi jalur pengguna jalan dari
K ecamatan Tayu menuju K ecamatan Tlogowungu.*

Secara geografis, letak Kecamatan Gunungwungkal
adalah 21 km arah utara dari ibukota Kabupaten Pati.
Sebelah utara Kecamatan  Gunungwungkal — adalah
Kecamatan Cluwak dan Pegunungan Muria, sebelah timur

** Statistik Daerah K ecamatan Gunungwungkal 2019, 1.
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adalah Kecamatan Tayu dan Kecamatan Margoyoso, sebelah
selatan adadah Kecamatan Tlogowungu dan Kecamatan
Margoyoso, sedangkan sebelah barat adalah Pegunungan
Muria®

Desa Jrahi terdiri dari 8 dukuh yaitu Dukuh Bakalan,
Dukuh Beru, Dukuh Winong, Dukuh Jaten, Dukuh Jiwo,
Dukuh Jrahi, Dukuh Karanganyar dan Dukuh Nglorah.
Jumlah penduduk desa ini adalah 885 KK yang terdiri dari
1.374 jiwa perempuan, 1.356 laki-laki. Mayoritas penganut
Islam, dan Kristen Protestan dan penganut Kepercayaan.
Tingkat pendidikan rata-rata SD.*

Ketinggian permukaan Desa Jrahi sekitar 400-700 m
dari permukaan laut. Tanah berbentuk area persawahan dan
lahan kering (tegalan) dengan mayoritas mata pencaharian
masyarakatnya sebagai petani. Penghasilan rata-rata
masyarakat adalah Rp. 350.000,- per bulan.*’

Daam bidang peternakan, yang mereka usahakan
adalah kambing, sapi, bebek, bekicot, belut dan ayam.
Pel aksanaan peternakan ini masih bersifat tradisional dengan
sistem ternak secara turun-temurun, dengan cara
digembalakan maupun diberi makan ala kadarnya belum ada
sentuhan teknologi peternakan agar mendapatkan hasil yang
lebih baik. Hasil pertanian yang diusahakan adalah padi,
jagung, tanaman palawija, sayur-sayuran seperti sawi, buncis

> Ibid
%% Sumber Diambil dari pemerintahan Desa Jrahi Tahun 2021
37 |

Ibid.
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dan buah-buahan seperti pisang dan langsap. Desa Jrahi juga
mengusahakan tanaman perkebunan seperti kopi, cengkeh,
kapuk, mangga dan cacao. Fasilitas kesehatan sangat jauh
dan desa ini belum memiliki PUSKESMAS, namun ada
Posyandu dan PUSKESMAS Keéliling. Desa ini hanya
mempunyai sarana pendidikan TK dan SD, sedangkan
sekolahan SLTP berada di kota kecamatan yang berjarak 5
km.

Masyarakat masih kental dengan budaya gotong-royong,
hal ini terlihat ketika mereka mendirikan rumah, maupun
ketika menyelenggarakan pesta pernikahan maupun sunatan.
Di samping itu jenis olahraga yang sering dilakukan adalah
volly. Kesenian yang menonjol di desa ini adalah kesenian
tayub, ketoprak dan musik rebana.

1. Sgarah Desa Jrahi

Pada masa penjgahan Belanda ada sekelompok
masyarakat yang menyembunyikan diri di sebuah hutan
yang diketuai oleh seorang lurah, yaitu lurah Ajar.
Mereka sembunyi sembunyi bersama istri, anak dan
kerabatnya. Di Hutan tersebut mereka mendirikan dua
buah rumah besar, satu rumah untuk kaum laki-laki dan
rumah satunya untuk kaum perempuan. Mereka sengaja
berpisah antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan
supaya tidak berketurunan, karena memikirkan betapa
susahnya hidup dalam penjgahan. Namun tujuannya
untuk memutus garis keturunan tersebut tidak bisa
dipertahankan. Akhirnya mereka hidup normal lagi
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seperti semula dengan membentuk keluarga masing-
masing.®

Seiring berjalannya waktu, karena sudah merasa
nyaman maka mereka menetap di hutan tersebut, yang
akhirnya  membentuk  sebuah desa. Karena
persembunyiannya tersebut dipimpin oleh seorang Lurah
maka daerah yang mereka tempati tersebut diberi nama
Nglurah (sekarang menjadi dukuh Nglorah).

Meskipun sudah merasa nyaman namun mereka
merasa was-was kalau persembunyiannya diketahui oleh
orang jahat. Maka dengan segala upaya mereka
melakukan usaha. Antara lain mereka memasang sebuah
jaring yang dilengkapi dengan kekuatan supranatural,
yang diletakkan sebelum daerah persembunyiannya itu.
Dengan tujuan supaya jika suatu saat ada orang yang
memasuki  wilayahnya dan memiliki niat jahat bisa
ketahuan dan kehilangan kekuatannya. Dan ternyata
usaha mereka terbukti, suatu ketika ada orang sakti yang
berniat jahat memasuki wilayah mereka, namun karena
mereka sudah memasang perangkap berupa jaring yang
sudah diisi dengan kekuatan supranatural, sehingga orang
jahat tersebut akhirnya diketahui niat jahatnya dan
lunturlah kekuatan saktinya. Dalam bahasa jawa orang
yang diketahui rahasia kejahatannya dan luntur
kekuatannya disebut kejarah. Sehingga seiring berjalanya
waktu daerah tempat orang jahat tertangkap tersebut

*8 Ipid.
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diberi nama jarahi (sekarang jadi dukuh Jrahi). Dan
tempat dimana diletakkan jaring itu sekarang disebut
daerah Jaringan.

Karena lama kelamaan daerah yang banyak dihuni
masyarakat adalah dukuh Jrahi maka dukuh tersebut
dijadikan nama desa, yaitu desa JRAHI dan wilayah
sekitarnya karena penghuninya sedikit maka hanya
menjadi pedukuhan.

2. Kondis Geografis

Desa Jrahi terletak di kecamatan Gunungwungkal
kabupaten Pati, desa Jrahi sendiri masih asri akan pesona
alam khas pedesaan, yang mana masih hijau hijau dan
natural karena masih terdapat pohon-pohon besar yang
rindang sehingga udara masih terasa sguk dan segar.
Luas wilayahnya mencapai 478,00 Ha, berada di
ketinggian tanah 400 Mdpl, yang terdiri dari sawah dan
ladang 382.00 Ha, pemukiman atau perumahan 89.00 Ha,
bangunan umum 0.515 Ha, tanah kuburan 0.920 Ha,
pekarangan 89.00 Ha, tanah tegalan 214.00 Ha dan lain-
lain 2.600 Ha. Desa ini memiliki iklim tropis yang
bertemperatur sedang dengan suhu 31 °C, dengan curah
hujan mencapai 2.300 mm/Th. Wilayah desa Jrahi ini
terbagi atas 25 RT dan 5 RW.*

Sedangkan batas-batas wilayah desa Jrahi adalah
sebagai berikut :

* Ipid.
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a) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Giling.

b) Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah
Kehutanan

C) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sentul Kec.
Cluwak

d) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gulang
Pongge

Biladilihat dari jarak tempuh dari kecamatan ke desa
Jrahi berada sekitar 12 KM, sekitar 45 menit dengan
menggunakan motor. Sedangkan jarak tempuh ke
Kabupaten sekitar 44 KM, sekitar 1 % jam. Jrahi
memberikan  sebagian penjelasan  tentang  letak
keberadaan penduduk yang jauh dari perkotaan. Sehingga
banyak pengaruh dalam hal pengalaman dan keagamaan,
baik dari pergaulan bahkan pengal aman-pengalaman yang
mendorong untuk lebih jauh lagi dalam hal pendalaman
agama. Dengan demikian masyarakat Jrahi mampu
membangun kekerabatan yang sangat erat, misalnya
dalam satu rumah atau keluarga terdiri dari dua agama
yang saling kuat keagamaannya, tetapi mereka hidup
berdampingan satu samalain.

Jumlah penduduk yang ada di desa Jrahi ialah laki-
laki 1.356 orang, perempuan 1.374 orang, jumlah kepala
keluarga 885 orang, total penduduknya 2.730 jiwa.
Agama yang ada di desa Jrahi adalah Islam 1.993 orang,
Kristen 403 orang, Buddha 318 orang dan 16 lain-lain.
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3. Keadaan Penduduk
a) Jumlah Penduduk Menurut Usia

Tabel 3.1
Monografi Penduduk Menurut Pengel ompokan
Usia
Kdl. Laki-
, Perempuan Jumlah
Umur laki
0-4 95 78 173
5-9 83 83 166
10-14 100 83 183
15-24 199 212 411
25-34 181 188 369
35-44 192 234 426
45-54 210 212 322
55— 64 180 168 348
65 + 128 116 238
Jumlah 1.368 1.374 2.730

Sumber data: Data Monografi Desa Jrahi
Gunungwungkal Pati

Hal ini dapat diketahui dari jumlah penduduk
antara laki-laki dengan perempuan lebih banyak
perempuan, dan yang paling banyak adalah berusia
35- 45 tahun.

b) Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan
Tabel 3.2
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Monografi Penduduk Menurut Tingkat

Pendidikan
Tingkat Pendidikan Jumlah

Belum sekolah 251
Belum tamat SD 220
Tidak Tamat 232
Tamat SD/Sedergjat 1.072
Tamat SLTP/Sedergjat 465
Tamat SLTA/Sedergjat 276
Diplomat (D1,D2,D3) 32
Sarjana (S1-S3) 26
Buta Huruf 156

Sumber data : Data Monografi Desa Jrahi
Gunungwungkal Pati

Dilihat dari table dua diatas bahwa kesadaran
masyarakat desa Jrahi betapa pentingnya pendidikan
bagi anak-anak mereka kurang, karena sarana dan
prasarana pendidikan yang jauh dari tempat mereka
tinggal. Terbukti dengan tidak adanya lembaga
pendidikan forma seperti  SMP,SMA, maupun
Perguruan Tinggi sekalipun, dan letak desa yang jauh
dari kota. Bagi masyarakat Jrahi yang ingin
menyekolahkan anak-anak mereka sampai dengan

perguruan tinggi maka harus ke kota terlebih dahulu.

4. Kondisi Ekonomi
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Kondis ekonomi di desa Jrahi terbagi menjadi tiga
tingkatan, yaitu golongan ekonomi bawah (50%),
menengah (35%), dan golongan atas (15%). Dengan
kondisi yang demikian tingkatan demikian perekonomian
masyarakat desa Jrahi dapat dikategorikan sebagai
masyarakat yang belum begitu mampu. Di desa Jrahi
dalam hal perekonomian, sebagian besar penduduk sudah
berkecukupan, semua ini didukung dengan adanya
kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan.
Dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 3.3

Monografi Penduduk Menurut Tingkat Pekerjaan
No Pekerjaan Jumlah
1. Petani 1.378
2. Pedagang 98
3. Pekebun 21
4. Buruh Industri 259
5. Sopir Angkutan 17
6. PNS 6
7. Swasta 44
8. Wiraswasta 111
9. Lain-lain 74

Sumber data : Data Monografi Desa Jrahi
Gunungwungkal Peti
Dilihat dari table tiga diatas wal aupun sebagian besar
penduduk desa Jrahi bermata pencaharian petani namun
kehidupan masyarakat Jrahi berkecukupan. Hal ini
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didukung dari anak-anak mereka yang dapat
menyel esaikan pendidikannya sampai keperguruan tinggi,
dan mereka juga pergi keluar dari desa untuk mencapai
pekerjaan di  kota sehingga dapat membantu
perekonomian  keluarganya, sehingga  kehidupan
masyarakat tergolong cukup. Dengan demikian
memberikan keamanan masyarakat di desa lebih baik
sekaligus dapat menunjang kerukunan hidup antar umat
beragama.

5. Kondis Sosial Keagamaan

Seperti desa-desa lain dalam masyarakat jawa pada
umumnya, kehidupan sosial masyarakat desa Jrahi terjaga
dengan baik. Kehidupan penuh kekeluargaan dan gotong
royong melekat erat dalam tiap diri penduduk desa Jrahi.
Hal demikian dapat dilihat dengan adanya kegiatan
gotong royong dalam hal pengolahan tanah,
pembangunan rumah, kebersihan desa, khajatan, dan yang
lainnya. Menurut data Monografi yang penulis peroleh
dari Bapak Pitono selaku peabat pemerintahan Desa
Jrahi, masyarakat Jrahi menganut 4 agama yaitu Islam,
Kristen, Buddha dan Lain-lain. Adapun maksud agama
“lain-lain” adalah masyarakat Desa Jrahi yang memeluk
agama diran kepercayaan yang secara administras
kependudukan menggunakan agama yang diresmikan
oleh Negara® Adapun agama Islam dianut oleh 1.993
orang, agama Kristen 403 orang, agama Buddha 318

0 Pitono, wawancara pada Minggu, 11 Maret 2022.
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orang dan lain-lain 16 orang. Dari beberapa penganut
agama yang ada di Jrahi, membuat aktifitas-aktifitas
keagamaan yang sangat padat di komplek masing-masing
penganutnya. Terbukti dengan adanya tempat ibadah
yaitu 2 magjid dan 10 musholla, 4 gergja dan 2 vihara, 1
puralsanggar dan 1 lain-lain.*

Meskipun masyarakat desa Jrahi menganut beberapa
agama tetapi kegiatan keagamaan berjalan dengan lancar,
yaitu terbukti dengan adanya banyak kegiatan pengajian,
tahlilan bagi orang islam, kebaktian bagi orang kristen,
puja bakti bagi buddhis, dan peribadatan bagi penganut
aliran kepercayaan. Sedangkan untuk kegiatan bersama-
sama biasanya mereka melakukan gotong-royong, kerja
bakti bersama-sama. Toleransi antar umat beragama
sudah menjadi akar bagi desa ini, karena dengan
kerukunan desa ini menjadi tenang, damai, dalam
menjalani kehidupan bersama.

Kehidupan masyarakat di desa Jrahi ini mempunyai
karakteristik yang sudah mengakar, disamping sifat dan
karakteristik gotong-royong dan sifat kekeluargaan yang
tinggi yang bersedia berkorban untuk kepentingan yang
umum dan lebih mengutamakan musyawarah untuk
mencapai mufakat, solidaritas tinggi, kepatuhan dan rasa
kepercayaan diri yang kuat terhadap agamanya, patuh
terhadap ulama’ dan tokoh masyarakat yang dituakan

*1 Sumber Diambil dari pemerintahan Desa Jrahi Tahun 2021.
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mempunyai penempatan harga diri yang tinggi serta
memiliki etika yang kuat.

B. Praktik Perkawinan Aliran Kepercayaan di Desa

Jrahi

Perkawinan dalam bahasa agama adalah nikah. Terdapat
dua makna dalam kata nikah yaitu, makna hakiki dan makna
majazi. Secara hakiki nikah berarti akad, sementara makna
majazinya adalah bersetubuh atau agad yang berarti
mengadakan perjanjian pernikahan.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman dalam Al-
Qur’an surat An-Nur ayat 32.%

15558 &) Bl Sl e Gimlially 280 AU 1,483

e auly 2&:\3'%;:;3 Cro ) agiay o1 s
“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih
membujang di antara kamu, dan juga orang-orang
yang layak (menikah) dari hamba-hamba
sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika
mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan
kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah
Maha Luas (pemberianNya), Maha Mengetahui.”
(Q.S. 24 [An-Nur]: 32)

Kemudian Hadis Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi

Wa Sallam sebagai berikut:*

*2 |ffah Muzammil, Figih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Ilam),
(Tangerang: Tiara Smart, 2019), 1.

“ Ibid, 2.
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“Dari Ali ra, Rasulullah bersabda, ‘Saya
dilahirkan dari pernikahan, bukan perzinaan,
sejak Adam hingga ayah ibu melahirkan saya,
maka tidak ada (tradisi) perzinaan Jahiliyah

yang menimpaku’’

Kata ‘nikah’ dalam ayat di atas secara jelas
menunjukkan makna ‘akad’ dan tidak mungkin diartikan
‘bersetubuh’. Demikian pula dua hadis di bawahnya. Dalam
hadis pertama, nikah dihubungkan dengan wali dan saksi,
sehingga menunjukkan bahwa makna nikah adalah akad,
sebab bersetubuh tidak dihubungkan dengan wali dan saksi.
Hadis setelahnya juga menegaskan makna akad, karena
dalam hadis itu menunjukkan bahwa nikah adalah lawannya
sifah sementara sifah identik dengan bersetubuh (zina).
Secara bahasa, makna nikah adaah berkumpul dan
bersetubuh. Sebagaimana diketahui makna bersetubuh dan
berkumpul lebih sempurna dalam akad.**

Daam hukum positif makna perkawinan dijelaskan
dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dalam
pasal tersebut dijelaskan perkawinan ialah ikatan lahir batin
antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk
keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan
Yang Maha Esa(YME). Perkawinan merupakan jalan hidup
yang hampir dilalui oleh setiap manusia.

* Ibid, 3.
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Kompilass Hukum Islam mengartikan perkawinan
sebagal suatu akad yang sangat kuat atau misaqon golidan
untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya
merupakan ibadah. Ungkapan ini memiliki makna sebagai
“ikatan lahir batin” yang mengandung arti bukan semata
perjanjian keperdataan sgja. Akan tetapi juga bisa berarti
peristiwa agama, sehingga orang yang melaksanakannya
dinilai melakukan perbuatan ibadah.

Perkawinan dinyatakan sah (menurut hukum positif)
Indonesia apabila memenuhi persyaratan dalam undang-
undang yang berlaku terkait perkawinan. Hal demikian
dijelaskan dalam Undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dalam pasa 2 ayat (1) yang berbunyi
“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agama dan kepercayaan”.

Merujuk Pasal 2 Ayat (1), peraturan perundang-
undangan di Indonesia mengenai perkawinan hanya
melindungi penganut enam ‘“agama resmi” Negara dan
penganut kepercayaan. Hal demikian sesuai dengan pasal 2
ayat (1) bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Perlu diketahui, agama/kepercayaan yang dipeluk oleh
masyarakat Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor
1.Pn.Ps. Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan
dan atau Penodaan Agama (UU PNPS No.1 tahun 1965).
Daam penjelasan Pasa 1 UU PNPS No. 1 Tahun 1965
dinyatakan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh
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penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu,
Budha dan Kong Hu Cu.”®

Di Indonesia, selain agama-agama besar (Islam, Kristen,
Hindu dan Budha) yang sudah membentuk komunitas
penganut masing-masing, ada pula kepercayaan-kepercayaan
yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan
data yang berasa dari Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud), melalui salah satu bagiannya
yaitu Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa dan Tradisi, diperkirakan terdapat sekitar
10-12 juta orang penghayat kepercayaan di seluruh
Indonesia®® Kenyataan bahwa bangsa Indonesia adalah
bangsa yang plurdistik semakin dirasakan dengan
banyaknya tradisi, kepercayaan, agama, seni dan budaya
yang telah lama hidup tanpa gangguan dan berkembang di
tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia.

Agama dan Aliran Kepercayaan bagi masyarakat
Indonesia adalah hal yang fundamental serta krusial yang
tideak bisa dilepaskan dari kehidupan berbangsa dan
bernegara. Rumusan sila pertama Pancasila berbunyi
“Ketuhanan Yang Maha Esa” menggambarkan betapa
pentingnya agama dan aliran kepercayaan bagi masyarakat.
Ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia pada hakikatnya

45 Megamendung Danang Pransefi, Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi
Kependudukan, Jurnal Media Idris, Val. 4, No. 1, 20.

4 Sandy Harsyahwardhana, Akibat Hukum Putusan MK No.97/PUU-
X1V/2016 Tentang Judicial Review UU Administrasi kependudukan
Terhadap Penghayat Aliran Kepercayaan, Jurnal Arena Hukum, Vol. 13, No.
20, 2020, 372



58

adalah penganut theism atau percaya kepada Tuhan. Bangsa
Indonesia dalam golongannya masing-masing baik
komunitas pemeluk agama maupun kepercayaan mempunyai
interpretas dan pandangan teologis yang spesifik sesuai
gjaran agama dan kepercayaan yang mereka anut.*’

Aliran Kepercayaan secara bahasa ialah “kepercayaan”
mempunya beberapa arti, seperti iman kepada agama,
anggapan (keyakinan) bahwa benar sungguh ada, misalnya
kepada dewa-dewa dan orang-orang halus. Kata kepercayaan
menurut istilah yang dimaksud di sini adalah keyakinan
kepada Tuhan Yang Maha Esa di luar agama atau tidak
termasuk ke dalam agama® Pemerintah telah memberi
definis dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 19 Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (yang kemudian diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019), adalah setiap
orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.*

Menurut Sumantri Mertodipuro, kepercayaan atau
kebatinan adalah cara aa Indonesia mendapatkan
kebahagiaan. Di Indonesia, apapun namanya tasawwuf, ilmu
kesempurnaan, theosofi dan mistik adalah gegjala umum

7 bid, 371.

*8 K amil Kartapradja, Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia,
(Jakarta: Y ayasan Masagung, 1985), 1.

49 Natasya FilaRais, Analisis Syarat Sah Pencatatan Perkawinan Menurut
Penghayat Kepercayaan, Jurnal Smbu Cahaya, Vol. 28, No. 2, 2021, 338.
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kebatinan memperkembangkan inner reality, kenyataan
rohani. Maka itulah selama bangsa Indonesia tetap berwujud
Indonesia, beridentitas adi maka kebatinan akan tetap di
Indonesia, baik di dalam agama maupun di luarnya.®

Kondis kerukunan antar umat beragama di Desa Jrahi
sangat kuat, ha ini dapat dilihat dari data kondisi keagamaan
bahwa masyarakat Desa Jrahi memeluk 4 agama yakni,
Islam, Kristen, Budha dan Aliran Kepercayaan. Mereka
hidup saling berdampingan, tidak saling mengganggu dan
berinteraksi dengan baik. Bapak Miko Adestyawan selaku
kepala desa juga menjelaskan bahwa toleransi beragama
serta kerukunan antar masyarakat sangat dijaga, prinsip
gotong royong dan paseduluran sangat diutamakan.™

Hal senada juga dijelaskan oleh Bapak K obus Suparlan,
sikap tolerans dalam keberagamaan yang ada di Desa Jrahi
ini bisa terwujud bukan karena ada unsur tuntutan dari pihak
lain, akan tetapi semuanya terjadi atas kesadaran dari pribadi
masing-masing. Desa Jrahi merupakan desa yang
mengaplikasikan nilai-nilai tolerans dalam membangun
kesatuan masyarakat supaya kuat. Dalam menjaani
kehidupan sehari-hari masyarakat desa Jrahi dituntut untuk
saling menghargai dan menghormati antar sesama umat
beragama.®

>0 Rahmat Subagya, K epercayaan (K ebatinan, K erohanian, Kejiwaan) dan
Agama (Y ogyakarta: Kanisius, 1976), 21.

> Miko Adi Setiyawan, wawancara pada hari minggu, 20 Februari 2022.
> Parlan, wawancara pada hari minggu 20 februari 2022.
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Sebelum adanya Putusan Mahkamah Kongtitus (MK)
Nomor Perkara 97/PUU-XIV/2016 para penganut aliran
kepercayaan di Indonesia termasuk juga di Desa Jrahi tidak
dapat mencantumkan aliran kepercayaan yang dianut pada
kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda
Penduduk (KTP), ha tersebut dikarenakan pada kolom
agama penganut aliran kepercayaan dikosongkan karena
penghayat kepercayaan bukan termasuk ragam resmi yang
diakui di Indonesia.

Dengan dikosongkannya kolom agama pada Kartu
Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) penganut
diran kepercayaan juga berimplikass merugikan hak
konstitusional mereka. Hak konstitusional yang dirugikan
tersebut mencakup beberapa hal yaitu kesulitan saat
mengurus Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk
Elektronik (e-KTP), akte nikah, akte kelahiran, hingga
kesulitan dalam mendapatkan akses terhadap pekerjaan, serta
hak atas sebuah jaminan sosial. Khusus pada hal terkait KK
dan e-KTP, terdapat banyak penghayat aliran kepercayaan
yang terpaksa memilih salah satu dari enam agama yang
diakui secara resmi (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha,
dan Konghucu).”®

Setelah adanya putusan Mahkamah Kongtitusi (MK)
Nomor Perkara 97/PUU-XIV/2016 para penganut aliran
kepercayaan dapat merasa lega karena mengakui individu
penghayat kepercayaan, maka aspek-aspek yang berkaitan

>3 Shandy Harsyahwardhana, Akibat, 372.
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dengan identitas tersebut, termasuk di antaranya terkait
dengan perkawinan penghayat kepercayaan, juga mulai
diakui. Pada dasarnya, ketentuan PP Nomor 37 Tahun 2007
telah mengakui adanya perkawinan penghayat kepercayaan
dan tata cara pencatatannya, dengan berlakunya Pasal 81
hingga 83. Akan tetapi dengan adanya pengakuan penghayat
kepercayaan dalam kolom agama Kartu Tanda Penduduk
Elektronik dan perubahan PP dengan PP Nomor 40 Tahun
2019, ha ini memudahkan pembacaan identitas dan
menjadikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagai salah
satu dokumen terlampir yang sebelumnyatidak diatur dalam
PP Nomor 37 Tahun 2007. Selain itu, dengan terlampirnya
penghayat kepercayaan dalam kolom agama Kartu Tanda
Penduduk kini, maka pencatatan perkawinan pun juga
dipermudah karena dalam prakteknya.**

Tetapi, beberapa penganut Aliran Kepercayaan di Desa
Jrahi masih belum mengurus administras sesuai dengan
aturan yang berlaku. Hal ini disampaikan oleh peabat
pemerintahan Desa Jrahi yaitu Bapak Pitono sewaktu
wawancara dengan penulis. Bdiau menjelaskan bahwa
mash banyak penganut aliran kepercayaan yang
“menyamar” dengan agama lain, kurangnya kesadaran
hukum mengingat banyak masyarakat Desa Jrahi yang tidak
menempuh pendidikan formal.>® Hal senada juga ditegaskan
oleh Bapak Kobus Suparlan bahwa banyak masyarakat di

> Natasya FilaRais, Analisis, 340.
> Pitono, wawancara pada hari Minggu 20 Februari 2022.
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Desa Jrahi memeluk agama aliran kepercayaan, beliau
menyebutkan ada sekitar 16 Keluarga yang memeluk agama
aliran kepercayaan. Namun beberapa dari aliran kepercayaan
masih melakukan aktivitas peribadatan secara “terselubung”
dan ada juga pemeluk agama aliran kepercayaan yang sudah
melakukan aktivitas peribadatan secara terang-terangan
seperti Sapto Darmo, Pramono Sejati dan Hasto Broto.™

Pentingnya identitas kependudukan bagi warga Negara
Indonesia adalah guna mendapatkan perlindungan hukum
serta mendapatkan hak-haknya sebagai warga Negara,
termasuk juga dalam pencatatan perkawinan. Pencatatan
perkawinan merupakan kewajiban bagi semua warga negara
Indonesia, karena nantinya akan berimplikasi pada peristiwa
kependudukan lainnya yang mana kejadian tersebut harus
dilaporkan karena membawa akibat penerbitan dan
perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk
(KTP), dan keterangan kependudukan lainnya, termasuk juga
pencatatan perkawinan bagi penganut aliran kepercayaan.

Selain itu, beberapa penganut Aliran Kepercayaan di
Desa Jrahi sudah mengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP)
pada kolom agama sesua Undang-undang yang berlaku
seperti Bapak Joyosono tuntunan aliran Sapta Darma. Beliau
menjelaskan kepada penulis bahwa sebelum adanya putusan
Mahkamah Konstitus Nomor Perkara 97/PUU-XIV/2016
tertulis dalam KTP adalah Islam. Hal tersebut dikarenakan

*® Kobus Suparlan, Wawancara pada hari Jum’at 11 Maret 2022.
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salah satunya untuk mengurus administrasi pencatatan
perkawinan.’

Hal ini akan menjadi persoalan dalam pencatatan
perkawinan jika penganut aliran kepercayaan yang ber-KTP
Islam menikah dengan penganut aliran kepercayaan yang
KTP Penghayat Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Ada
beberapa kasus masyarakat Desa Jrahi yang menganut aliran
kepercayaan yang ber-KTP Islam menikah dengan penganut
aliran kepercayaan yang ber-KTP penghayat kepercayaan.
Mengingat masyarakat Desa Jrahi memeluk 4 agama, yakni
Islam, Kristen, Budha dan Aliran Kepercayaan. Seperti
Joyosono dengan Sri, Surani dengan Kris dan Parlan dengan
Pujiati.

Pencatatan perkawinan adalah pendataan administras
perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan
(PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum.

Menurut D.Y. Witanto terdapat beberapa fungsi dari
kewajiban pendaftaran (pencatatan) perkawinan sebagaimana
diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUP, antaralain:®

1. Pendaftaran perkawinan merupakan fungsi negara
dalam melakukan perlindungan bagi warganya, karena
dengan adanya pencatatan terhadap perkawinan akan
memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para

> Jarono, wawancara pada hari Minggu 20 Februari 2022.

v arwin, Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam
Tatanan Konstitusi , Jurnal ASAS Vol.6, No.2, 2014, 111.



64

pihak yang terlibat, jika dikemudian hari perkawinan
tersebut dipermasalahkan oleh pihak ketiga;

2. Kewsjiban juga bermanfaat jika dikemudian hari timbul
persoalan tentang hak waris, harta bersama atau hak-hak
lainnya sebagai akibat dari hubungan hukum yang
dibuat dengan pihak lain;

3. Pencatatan perkawinan dibuat dalam bentuk akta otentik
yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna,
sehingga peristiwa yang dianggap penting dalam sgjarah
kehidupan manusia dapat terdokumentasi secara baik
dan tertib.

Bapak Joyosono selaku tuntunan aliran Sapta Darma
menjelaskan bahwa dulu daam KTPnya tertulis agama
islam, meskipun pada realita kehidupannya tidak beribadah
secara Islam tetapi dengan garan aliran kepercayaan Sapta
Darma. Hal tersebut dilakukan ketika sebelum adanya
putusan Mahkamah Konstituss (MK) karena untuk
mendapatkan haknya sebagai warga Negara Indonesia
Bapak Jarono penganut aliran kepercayaan Sapta Darma
yang ber-KTP Islam menikah dengan Ibu Sri yang KTPnya
selain Islam, kemudian keduanya memilih melangsungkan
pernikahan menggunakan agamaislam.

Berbeda dengan Bapak Parlan dan Ibu Pujiati, agama
yang tertulis ddam KTP Bapak Parlan adalah Kristen
sedangkan Ibu Pujiati tertulis dalam KTP adalah Islam
namun dalam kesehariannya menganut aliran kepercayaan
Sapta Darma. K eduanya melangsungkan pernikahan memilih
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menggunakan agama Kristen, yang mana lbu Pujiati
merubah agama yang semula dalam KTP tertulis Islam
menjadi Kristen.

Bapak Pitono menjelaskan bahwa jika ada seorang pria
dan wanita ingin melangsungkan perkawinan tetapi antara
caon suami dan istri dadam KTPnya berbeda kolom
agamanya, maka harus tunduk pada salah satu agama.
Sehingga antara pihak calon suami dan istri dilakukan
musyawarah secara kekeluargaan untuk menentukan agama
mana yang dipilih untuk melangsungkan pernikahan.
Apabila yang dipilih selain agama Islam, maka pemerintah
desa Jahi membuatkan surat pernyataan pindah agama
karena salah satu agama dari keduanya berbeda.*

Mengutip tulisan Abdurrahman dalam Kompendium
Bidang Hukum Perkawinan, ada beberapa cara yang
ditempuh oleh mereka yang akan melakukan perkawinan
beda agama, yaitu:®°

Pertama, salah satu dari pasangan mengikuti keyakinan
agama pasangannya dan menikah menurut agama dari
pasangannya tersebut. Ada dua bentuk perpindahan
keyakinan agama yang dilakukan pasangan untuk dapat
melangsungkan pernikahan dengan pasangannya, yaitu:

> Pitono, wawancara pada hari Minggu 20 Februari 2022.

%0 Muhammad Ahsubli, Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas
Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama), Jurnal
Cita Hukum. Vol. 3 No. 2, 2015, 294.
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1. Perpindahan agama hanya berupa proforma untuk
memenuhi  persyaratan agar pernikahannya dapat
dilangsungkan dan dicatatkan secara resmi, namun
kemudian setelah perkawinan tersebut berlangsung yang
bersangkutan kembali kepada keyakinan agamanya
semula dan tetap menjalankan aturan agamanya.

2. Pernikahan yang benar-benar secara tulus melakukan
perdihan keyakinan agamanya dan menjaankan
garannya untuk seterusnya dalam  kehidupan
perkawinan dan keluarga mereka; dan

3. Masing-masing pasangan tetap mempertahankan
keyakinan agamanya. Pernikahan dilangsungkan
menurut masing-masing agama, bisa jadi di pagi hari
pernikahan berlangsung menurut keyakinan agama
sdah satu pasangan, serta siang atau sore harinya
melakukan pernikahan lagi menurut agama yang
lainnya. Pernikahan dengan cara seperti ini juga banyak
dilaksanakan dengan konsekuensi masing-masing
pasangan yang hidup bersama daam perkawinan
tersebut tetap menjalankan keyakinan agama masing-
masing.

Adapun prosesnya jika antara kedua belah pihak
penganut aliran kepercayaan calon suami atau calon istri
dalam kolom agama KTP tertulis Islam dan istri pada kolom
agama KTP tertulis Penganut Aliran Kepercayaan Tuhan
Y ang Maha Esa atau sebaliknya memilih 1slam, maka untuk
melangsungkan perkawinan penganut aliran kepercayaan
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pada kolom agama KTP tertulis Penganut Aliran
Kepercayaan Tuhan Y ang Maha Esa harus merubah ke Islam
terlebih dahulu dengan datang ke Kantor Urusan Agama
(KUA). Petugas KUA akan memberikan surat bahwa yang
bersangkutan sudah masuk islam. Kemudian surat tadi
diserahkan ke pemerintah Desa Jrahi guna merubah kolom
agama yang semula Penganut Aliran Kepercayaan Tuhan
Y ang Maha Esa menjadi I1slam. Setelah agama dalam kolom
KTP sama yaitu Islam, maka pernikahan baik dari syarat
maupun rukun harus terpenuhi menurut hukum islam dan
kemudian dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA).%

Mengenai pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama
Islam, dijelaskan dalamn Pasa 2 Ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab Il Tentang Pencatatan
Perkawinan adalah Pencatatan dari mereka yang
melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam,
dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksudkan
dadam Undang-undang No0.32 Tahun 1954 tentang
Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.®

Kompilass Hukum Islam juga mengatur tentang
pencatatan perkawinan dalam Pasal 5 sampal Pasal 7.
Adapun bunyi Pasal tersebut adalah sebagai berikut:*

o1 Pitono, wawancara pada hari Minggu 20 Februari 2022.
62 Ahmad Rofig, Hukum, 94.
63 Nunung Rodliyah, Pencatata, Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai

Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Pranata
Hukum, Vol. 8 No. 1, 27.
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Pasal 5

Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi
masyarakat |slam, setiap perkawinan harus dicatat.

Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan
oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 6

Memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan
harus dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan
Pegawai Pencatat Nikah.

Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan
Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan
hukum.

Terkait dengan bukti perkawinan harus dengan Akta

Nikah yang dibuat oleh PPN, ketentuan dalam Pasal 7 KHI
menyatakan sebagai berikut:*

1)

2)

3)

Pasal 7

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah
yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Dalam ha perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan
Akta Nikah, dapat digukan itsbat nikahnya ke
Pengadilan Agama.

Itsbat nikah yang dapat digjukan ke Pengadilan Agama

terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian
perceraian;

64 Rachmadi Usman, Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan

Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia,
Vol. 14, No. 3, 2017, 263
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b. hilangnya Akta Nikah;

c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah
satu syarat perkawinan,

d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum
berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak
mempunyai  halangan  perkawinan  menurut
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah
suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan
pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.
Pegawai Pencatat Perkawinan akan memeriksa berkas-

berkas permohonan perkawinan, hal ini dilakukan untuk

mencegah dari kekurangan atau hal-hal yang menyimpang
dari rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik secara agama
maupun Negara. Hal demikian dapat diketahui melalui
prosedur yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah

No. 9 Tahun 1975 tentang tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun

bunyi Pasal 3 adalah sebagai berikut.®®

Pasal 3

1) Setigp orang yang akan melangsungkan perkawinan
memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai
Pencatat di tempat perkawinan dilangsungkan.

2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum
perkawinan dilangsungkan.

% Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam Di Indonesia,(Depok: PT Raja
Grafindo, 2017) 94..
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3) Pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2)
disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh
Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Adapun jika yang dipilih antara calon suami dan calon
istri penganut diran kepercayaan dalam kolom agama
berbeda adalah selain islam, maka dari pemerintah Desa
Jrahi memberikan surat pernyataan pindah agama. Dalam
surat tersebut menyatakan bahwa yang bersangkutan
melakukan pindah agama secara sukarela tanpa adanya
paksaan. Berikut adalah contoh surat pernyataan pindah
agama dari pemerintah Desa Jrahi :
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SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah inj :
Nama : Yuni Indah Sari

Tempat /el Lahir - Jepara,08-06-2001

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

AIama.tME"m dmza;m Rt 01 Rv;:: Kee. Gul‘llungwungka_[ Kab, Pati

Agama Budha tanpa ada desakan atau Fya: w::;}:ihpa]km Agama Semula Istam menjadi
saya sendiri pun atas dasar kesad.

ey mt::mm pemyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata
ya i tidak benar saya sanggup di tuntut sesuai ketentuan hukum yang berfaku,

Mengetahui
Jrahi ,13 September 2021

Ketua Wihara Desa Jrahi Yang buat
mem pernyataan

Yot

(NGARIPIN ) :
( YUNI INDAH SART)

Setelah mendapatkan surat pernyataan dari pemerintah
Desa Jrahi, maka dari pemerintah desa Jrahi akan merubah
KTP pada kolom agama, kemudian melangsungkan
perkawinan menurut agama yang dipilih. Setelah itu,
perkawinan tersebut harus dicatatkan di kantor Catatan Sipil.
Adapun jika antara kedua belah pihak calon suami dan calon
istri penganut aliran kepercayaan yang berbeda agama di
KTP kemudian tidak ada titik temu dalam memilih agama,
maka perkawinan tersebut tidak dapat dilakukan.®

66 Pitono, wawancara pada hari Minggu 20 Februari 2022.
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Pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pemeluk
agama selain Islam dicatatkan di kantor Catatan Sipil, ha
tersebut diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Bab Il tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa
yang berbunyi ‘“Pencatatan Perkawinan dari mereka yang
melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan
kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh
Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil
sebagaimana dimaksud dalam berbagai Undang-undang
mengenai pencatatan Perkawinan.®’

Sedangkan dalam tata cara perkawinan diatur dalam
Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang
menentukan:®®

Pasal 10

1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sgjak
pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai
Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan
Pemerintah ini.

2) Tata Cara perkawinan dilakukan menurut hukum
masi ng-masing agamanya dan kepercayaannyaitu.

3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut
masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya
itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai
Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saks

*” |bid, 94.
%8 Rachmadi Usman, Makna, 261.
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Dari ketentuan Pasal 10 PP 9/1975 ini, tata cara
perkawinan harus dilakukan sepenuhnya menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan
dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan
dihadiri oleh dua orang saksi.

Terkait dengan Prosedur pencatatan perkawinan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun
1975 menyatakan:®

Pasal 3

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan
memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai
Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum
perkawinan dilangsungkan.

3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat
(2) disebabkan sesuatu aasan yang penting, diberikan
oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4
1. Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh
calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya
Pasal 5
1. Pemberitahuan memuat nama,

umur,agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman
calon mempelai dan apabila sdah seorang atau

% Fahmi Basyar, Prosedur Pencatatan Perkawinan Dan Perceraian Di Negara
Indonesia Dan Malaysia Perspektif Hukum Islam, Jurnal Istidlal, Volume 1,
Nomor 1, 90.
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keduanya pernah kawin, disebutkan juga namaistri atau
suaminyaterdahulu

Pasal 6

Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan
kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah
syarat syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah
tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-
undang.

Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam
ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula:

Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon
mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat
kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang
menyatakan umur dan asal-usul calon mempela yang
diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan
itu;
a. Keterangan mengenai hama, agama/kepercayaan,
pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon
mempel ai;

b. lzin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud
dalam Pasd 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-
undang, apabila salah seorang calon mempela atau
keduanya belum mencapar umur 21 (dua puluh
satu) tahun 1zin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal
4 Undang-undang; dalam hal caon mempelai
adalah seorang suami yang masih mempunyaisteri;

c. Dispensas Pengadilan/Pegjabat sebagai dimaksud
Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;

d. Surat kematian isteri atau suami yangterdahulu atau

dalam ha perceraian surat keterangan perceraian,
bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
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e. lzin tertulis dari Pgabat yang ditunjuk oleh
Menteri HANKAM/PANGAB, apabila saah
seorang calon mempelai atau keduanya anggota
Angkatan Bersenjata;

f. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang
disashkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah
seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat
hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting,
sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 7

Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai
Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan
untuk itu. NH, Apabila Ternyata dari hasil penelitian
terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud
Undang-undang dan atau belum dipenuhinya
persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan
Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada
calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada
wakilnya.

Pasal 8

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat
pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan,
Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman
tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan
perkawinan dengan cara menempelkan  surat
pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada
kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang
sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pasal 9

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan
memuat:
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a Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan,
tempat kediaman dari calon mempelai dan dari
orang tua calon mempelai; apabila salah seorang
atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri
dan atau suami mereka terdahulu;

b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan
dilangsungkan.

Pada saat-saat akan dilangsungkan perkawinan, Pegawai

Pencatat telah menyiapkan akta nikah dan salinannya dan
telah diis mengenai hal-hal yang diperlukannya, seperti
diatur daam Pasa 12 (PP. 9/1975). Akta perkawinan
memuat:

1

Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan,
pekerjaan, dan tempat kediaman suami istri. Apabila
salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan
juga namaistri atau terdahulu.

Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat
kediaman orang tua mereka.

Izin kawin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(3). (4), dan (5) Undang-Undang.

Dispensas sebagai dimaksud dalam Fasal 7 (2) UU
Izin pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 UU.

Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
Uu.

Izin dari pej abat yang ditunjuk oleh
Menhankam/Pangab bagi Angkatan Bersenjata.

Perjanjian perkawinan apabila ada.
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9. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan
tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang
beragama Islam.

10. Nama, umur, agamal/kepercayaan, pekerjaan, dan
tempat tinggal kuasa apabila perkawinan dilakukan
melalui seorang kuasa.

Dengan demikian pencatatan Perkawinan merupakan
syarat administratif, standar sahnya perkawinan ditentukan
oleh hukum agama dari pasangan suami dan istri yang
melangsungkan perkawinan. Akan tetapi perkawinan yang
tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak
memiliki kekuatan hukum yang berlaku, yang akan
melindungi status perkawinannya. Apabila salah satu pihak
melalaikan kewgjibannya, maka pihak lain tidak dapat
melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti
autentik dari perkawinan tersebut. Bukti autentik itu disebut
dengan akta nikah/ buku nikah.

Orang yang berbeda agama harus diberi jalan ke luar
secara yuridis legal, meskipun rdigius tidak legal, karena
urusan religius merupakan urusan orang yang bersangkutan
itu sendiri, biarlah dipertanggung jawabkan sendiri oleh
pemeluknya yang tidak setia itu, kelak setelah meninggal
dunia. Gemengde Huwdijken Regeling (GHR) merumuskan
ketentuan yang menjamin tidak ada rintangan bagi orang
yang akan melakukan perkawinan beda agama. Pasal 7 ayat
(2) merumuskan bahwa perbedaan agama, suku maupun
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keturunan tidak dapat menjadi penghalang untuk berlakunya
perkawinan.

Perkawinan yang dilakukan oleh penganut aliran
kepercayaan di Desa Jrahi yang berbeda agama di kolom
KTP sebenarnya bisa dilakukan tanpa harus berpindah
agama terlebih dahulu. Tidak ada Undang-undang yang
mengatur mengenai Perkawinan beda agama. Perkawinan
tersebut digolongkan pada perkawinan campuran. Defenis
Perkawinan Campuran Pasal 1 Gemengde Huwelijken
Regeling (GHR) perkawinan antara orang-orang yang di
Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, disebut
Perkawinan Campuran ’Huwelijken tusschen personen, die
in Indonesie aan een verschillend recht onderworpen zjn,
worden gemengde huwelijken genoemd”.”

Prosedur perkawinan beda agama yang diatur dalam
Pasal 7 ayat (1) Gemengde Huwelijken Regeling (GHR),
bahwa untuk menyelenggarakan suatu  Perkawinan
Campuran, sebelumnya harus sudah terbukti s calon istri
telah memenuhi syarat untuk dapat kawin yang
persyaratannya ditentukan bagi calon istri Kristen umur yang
cukup untuk kawin dan izin kawin kalau belum cukup umur,
sedangkan bagi Wanita Islam yang akan melangsungkan
Perkawinan Campuran harus dipenuhi dengan adanya wali
dan saksi.

70 Adji, Sution Usman, Kawin Lari dan Kawin Antar Agama, Liberty,
Y ogyakarta, 1989, hal. 118.
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Pasal 7 ayat (3) Gemengde Huwelijken Regeling (GHR)
menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh mempelai
wanita, yaitu:

1. Wanita yang beragama Islam, harus ada Surat
Keterangan dari Kantor Urusan Agama dan apabila
Kantor Urusan Agama menolaknya, maka ia dapat
meminta Keputusan dari Pengadilan Negeri sepanjang
pengadilan berpendapat bahwa penolakan KUA ditinjau
dari segi hukum positif tidak beralasan.

2. Wanita yang beragama Kristen, harus ada Surat
Keterangan dari Kantor Catatan Sipil dan apabila
Disdukcapil Menolaknya, maka ia dapat meminta
Keputusan dari Pengadilan Negeri sepanjang pengadilan
berpendapat bahwa penolakan Disdukcapil Ditinjau dari
segi hukum positif tidak beralasan.

Perkawinan beda agama pada kolom KTP yang
dilakukan aliran kepercayaan yang ber-KTP Islam di Desa
Jrahi tidak sedikit dilakukan, mengingat masyarakat Desa
Jrahi memeluk 4 agama. Selain itu, masyarakat Desa Jrahi
sangat mengedepankan toleransi beragama dan kerukunan
sosial serta kurangnya kesadaran hukum dikarenakan banyak
masyarakat yang tidak menempuh pendidikan formal.



BAB IV
ANALISISPENCATATAN PERKAWINAN
TERHADAP PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.
97/PUU-X1V/2016

A. Analisis Praktik Perkawinan Aliran Kepercayaan di

Desa Jrahi

Indonesia memiliki  Undang-undang  Perkawinan
Nasional yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
Dengan diundangkannya UU Perkawinan, tercapailah
unifikas bidang hukum perkawinan. UU Perkawinan
memiliki kedudukan tertinggi dalam mengatur hukum
perkawinan di Indonesia. Pernyataan tersebut ditegaskan
pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan yang berbunyi,
“Setiap perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”
“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku”.

Akan tetapi dalam kenyataan sahnya perkawinan
menurut pasal ini tidak dapat dirasakan oleh seluruh rakyat
Indonesia, Terutama bagi mereka penganut aliran
kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Ha ini
disebabkan karena berbagai macam penafsiran pada arti kata
“agama” dan Kepercayaan” pada Pasal 2 tersebut.
Perkawinan penganut aliran Kepecayaan Kepada Tuhan
Y ang Maha Esa dapat digolongkan sebagai perkawinan adat,

80
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dan oleh karenanya tidak masuk dalam tata cara perkawinan
yang diatur dadam UU Perkawinan. Dengan kata lain,
perkawinan menurut Penghayat Kepercayaan bukanlah
perkawinan yang sah menurut UU Perkawinan.

Hal ini akan menjadi persoalan dalam pencatatan
perkawinan jika penganut aliran kepercayaan yang ber-K TP
Islam menikah dengan penganut aliran kepercayaan yang
KTP Penghayat Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Ada
beberapa kasus masyarakat Desa Jrahi yang menganut aliran
kepercayaan yang ber-KTP Islam menikah dengan penganut
aliran kepercayaan yang ber-KTP penghayat kepercayaan.
Mengingat masyarakat Desa Jrahi memeluk 4 agama, yakni
Islam, Kristen, Budha dan Aliran Kepercayaan. Seperti
Joyosono dengan Sri, Surani dengan Kris dan Parlan dengan
Pujiati.

Adapun praktiknya jika antara kedua belah pihak
penganut aliran kepercayaan calon suami atau calon istri
dalam kolom agama K TP tertulis Islam dan istri pada kolom
agama KTP tertulis Penganut Aliran Kepercayaan Tuhan
Y ang Maha Esa atau sebaliknya memilih Islam, maka untuk
melangsungkan perkawinan penganut aliran kepercayaan
pada kolom agama KTP tertulis Penganut Aliran
Kepercayaan Tuhan Y ang Maha Esa harus merubah ke Islam
terlebih dahulu dengan datang ke Kantor Urusan Agama
(KUA). Petugas KUA akan memberikan surat bahwa yang
bersangkutan sudah masuk Islam. Kemudian surat tadi
diserahkan ke pemerintah Desa Jrahi guna merubah kolom
agama yang semula Penganut Aliran Kepercayaan Tuhan



82

Y ang Maha Esa menjadi 1slam. Setelah agama dalam kolom
KTP sama yaitu Islam, maka pernikahan baik dari syarat
maupun rukun harus terpenuhi menurut hukum islam dan
kemudian dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA).
Sedangkan jika yang dipilih antara calon suami dan calon
istri penganut diran kepercayaan dalam kolom agama
berbeda adalah selain Islam, maka dari pemerintah Desa
Jrahi memberikan surat pernyataan pindah agama. Dalam
surat tersebut menyatakan bahwa yang bersangkutan
melakukan pindah agama secara sukarela tanpa adanya
paksaan.

Setelah mendapatkan surat pernyataan dari pemerintah
Desa Jrahi, maka dari pemerintah desa Jrahi akan merubah
KTP pada kolom agama, kemudian melangsungkan
perkawinan menurut agama yang dipilih. Setelah itu,
perkawinan tersebut harus dicatatkan di kantor Catatan Sipil.
Adapun jika antara kedua belah pihak calon suami dan calon
istri penganut airan kepercayaan yang berbeda agama di
KTP kemudian tidak ada titik temu dalam memilih agama,
maka perkawinan tersebut tidak dapat dilakukan.

Praktik perkawinan yang dilakukan oleh penganut aliran
kepercayaan di Desa Jrahi dengan berpindahnya agama yang
mereka peluk yang tadinya penganut aliran kepercayaan
menjadi agama Islam atau selain Islam maka selaras dengan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “Setiap perkawinan adalah sah,
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan
kepercayaannya itu.” Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga
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menguatkan bahwa perkawinan antara calon suami dan calon
istri dinyatakan sah apabila beragama Islam, hal tersebut
dapat dilihat dalam Pasal 4 KHI yaitu “perkawinan adalah
sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan
Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan”. Dengan kata lain, perkawinan dinyatakan sah
apabilatidak terjadi perbedaan agama antara calon suami dan
istri.

Namun, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi
No. 97/PUU-X1V/2016 dan lahirnya PP No. 40 tahu 2019
tentang Administrasi Kependudukan yang memfasilitas
perkawinan airan kepercayaan, praktik perkawinan aliran
kepercayaan di Desa Jrahi masih terjadi perpindahan agama
untuk melangsungkan perkawinan, padaha pemerintah
sudah mengeluarkan Undang-undang yang memudahkan
melakukan perkawinan aliran keperyaan. Perpindahan agama
ini terjadi karena dampak dari rasa diskriminasi masa lalu
yang masih terasa hingga sekarang. Hal ini dapat dilihat dari
data monografi yang penulis peroleh bahwa dalam data
agama aliran kepercayaan tertulis “lain-lain”, selain itu juga
dikuatkan dengan keterangan dari Bapak Kobus Suparlan
bahwa di Desa Jahi pemeluk airan kepercayaan masih
melakukan peribadatan secara sembunyi-sembunyi.

B. AnalisisHukum Islam dan Hukum Positif
1. Hukum Islam
Fenomena perkawinan antar agama dan
kepercayaan di Desa Jrahi sering terjadi karena memang
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kondisi sosial dan keagamaan masyarakat yang hidup
saling berdampingan antar agama, karena mengingat
masyarakat di Desa Jrahi memeluk 4 agama, yaitu
Islam, Kristen, Budha dan Aliran Kepercayaan.
Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya
bahwa jumlah pemeluk agama Islam di wilayah ini
berjumlah 1.993 jiwa, Kristen 403 jiwa, Budha 813 jiwa
dan Aliran Kepercayaan 16 jiwa dari total seluruhnya
2.730 orang yang tinggal di wilayahini.

Dengan kondis sosial dan keagamaan Desa Jrahi
yang memeluk beraneka ragam agama, peristiwa
perkawinan antar agama menjadi fenomena yang terjadi
hingga sekarang. Perkawinan tersebut bisa dikatakan
dengan perkawinan beda agama, terdapat perkawinan
penganut aliran kepercayaan yang mencantumkan
agama lain seperti Ilam di KTP menikah dengan
penganut aliran kepercayaan yang mencantumkan
agama Penghayat Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa.
Antara keduanya adalah sama penganut aliran
kepercayaan, namun berbeda agama di KTP. Namun
pada prakteknya jika keduanya menikah harus tunduk
pada salah satu agama, jika yang dipilih dalam Idam,
maka harus pindah agama secara menyeluruh, bukan
hanya di KTP sga Dengan demikian, setelah
perkawinan dilakukan, ada salah satu pasangan yang
kembali pada agama semula, karena kembalinya agama
adalah hak pribadi masing-masing.
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Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitus,
kolom agama untuk penghayat kepercayaan masih
kosong. Hal ini berdampak pada sulitnya akses
penganut aliran  kepercayaan untuk  mengurus
administras Negara. Akhirnya para penganut aliran
kepercayaan di  Desa Jrahi  memilih  untuk
mencantumkan agama yang diresmikan oleh pemerintah
agar dipermudah pengurusan administrasi seperti untuk
mencari pekerjaan, mengurus sekolah dan termasuk
juga mengurus pencatatan perkawinan, meskipun pada
aktivitas peribadatan sehari-hari menggunakan agaran
aliran kepercayaan yang dipeluk. Hal ini dapat dilihat
dari data monografi yang penulis peroleh ketika
wawancara dengan pejabat pemerintahan desa Jrahi,
dalam data tersebut tertulis “lain-lain” yang mana
dijelaskan oleh Bapak Pitono yang dimaksud agama
yang tertulis lain-lain adalah termasuk di dalamnya juga
penganut airan kepercayaan.

Kemudian setelah adanya putusan MK 97/2016
serta diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah No
40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 tahun
2006 tentang administrasi kependudukan maka para
penganut aliran penghayat kepercayaan ini sudah bisa
melakukan kegiatan administrasi yang ada, termasuk
juga dalam pencatatan perkawinan. Namun tidak lantas
setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi para
penganut aliran kepercayaan di Desa Jrahi merubah
kolom agama sesuai dengan Undang-undang yang
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berlaku, beberapa masih mencantumkan agama lain
pada kolom agama di KTP karena mengingat sulitnya
merubah kolom agama di KTP serta jauhnya akses desa
Jrahi ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Hal ini dapat dilihat dari data yang penulis peroleh dari
pemerintah desa Jrahi yang mana pada daftar agama
aliran kepercayaan tertulis “lain-lain”.

Seperti  penulis uraikan sebelumnya bahwa
perkawinan penganut airan kepercayaan yang dalam
KTP masih mencantumkan agama Islam menikah
dengan penganut aliran kepercayaan yang dalam KTP
mencantumkan agama Penghayat Kepercayaan Tuhan
Yang Maha Esa sering terjadi. Adapun prakteknya
adalah jika ada seorang pria dan wanita ingin
melangsungkan perkawinan tetapi antara calon suami
dan igtri ddam KTPnya berbeda kolom agamanya,
maka harus tunduk pada salah satu agama. Sehingga
antara pihak calon suami dan istri  dilakukan
musyawarah terlebih dahulu secara kekeluargaan untuk
menentukan agama mana yang dipilih  untuk
mel angsungkan pernikahan. Apabila yang dipilih adalah
agama Idam, maka penganut aliran kepercayaan yang
mencantumkan agama Penghayat Kepercayaan Tuhan
Yang Maha Esa datang ke KUA untuk bersyahadat
pindah agama Islam. Setelah itu pemerintah desa Jrahi
membuatkan surat pernyataan pindah agama untuk
merubah agama dalam KTP yang tadinya Penghayat
Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa menjadi Islam,
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setelah agama antara calon suami dan istri sama yaitu
Islam, maka perkawinan tersebut dilakukan secaraislam
baik syarat dan rukun harus terpenuhi serta dicatatkan di
Kantor Urusan Agama (KUA) Gunungwungkal.

Terkait keabsahan perkawinan di atas menurut
hukum Islam adalah sah, karena agama dari calon suami
dan caon istri sudah sama yaitu Idam. Allah
Subhanahu Wa Ta’ala dalam Al-Qur’an berfirman
dalam Surat Al-Bagarah ayat 221

G D PR A e S A A Y
H5e 5 i (S A 1 A YT &ae ] G S Hid
O30 AL AT 35 oA (G A el B
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“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik,
sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya
perempuan yang beriman lebih baik daripada
perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu.
Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki)
musyrik (dengan perempuan yang beriman)
sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya
laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-
laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka
mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke
surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah)
menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar
mereka mengambil pelajaran.” (Q.S. 2 [Al-
Bagarah]: 221)
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Menurut Qatadah: Maksud dari ayat “dan janganlah
kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka
beriman” adalah untuk wanita musyrik yang bukan
termasuk ahli kitab. Ayat ini umum secara zhahir dan
khusus secara batin dan tidak ada nasakh hukum dari
ayat tersebut.”* Ayat lain tentang pelarangan perkawinan
antara wanita muslim dengan pria non muslim juga
didasarkan pada QS. Al-Mumthanaah (60): 10:

Ob Siailh o mgl Gl 3l 2ola 1) 15l G331 Ll
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“Wahai orang-orang yang beriman, apabila
perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah
kepadamu, maka hendaklah kamu menguji, maka
Allah lebih  mengetahui tentang keimanan
mereka, jika kamu telah mengetahui bahwa
mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah
kamu kembalikan mereka kepada orang-orang
kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal
bagi orang-orang kafir itu, dan orang orang kafir

itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah

kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka
diberikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi

& Aulia Amri, Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum
Islam, Jurnal Media Syari’ah, Val. 22, No. 1, 2020, 51.
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mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka
maharnya. Dan janganlah kamu tetap ber pegang
pada tali (pernikahan) dengan perempuan-
perempuan kafir dan hendaklah minta kembali
mahar yang telah kamu berikan dan (jika
suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta
kembali mahar yang telah mereka bayarkan
kepada mantan isterinya yang telah beriman.
Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya
di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui,
Maha bijaksana).” (Q.S. 60 [Al-Mumthanaah]:
10)

Imam Ath-Thabari dalam tafsirnya menafsirkan
“jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-
benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan
mereka kepada orang-orang kafir  (suami-suami
mereka)” bahwa para wanita telah mengakui dan
membuktikan keimanan dan keislaman mereka ketika
diuji, maka janganlah mereka dikembalikan kepada
suami mereka yang kafir, meskipun isi perjanjian
Hudaibiyah yang terjadi antara nabi dan orang-orang
musyrik Quraisy mengharuskan mengembalikan orang-
orang Quraisy yang datang kepada Nabi Muhammad,
perjanjian itu diperuntukkan untuk kaum prianya yang
beriman. Sehingga syarat yang digukan daam
perjanjian damai itu tidak berlaku bagi wanita-wanita
yang berhijrah kepada nabi yang mereka diuji dan
membuktikan keimanan dan keislaman mereka. Mereka
tidak boleh dikembalikan pada suami-suami mereka,
karena tidaklah hala wanita-wanita mukmin itu bagi
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orang-orang kafir, dan tidaklah hala pria kafir bagi
wanita-wanita mukminat.”

Dalam ayat ini juga sebuah penegasan terhadap
hukum yang berkenaan dengan pernikahan beda agama
adalah firman Allah “dan janganlah kamu tetap
berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-
perempuan kafir”, AthThabari menafsirkan firman
Allah ini melarang orang-orang beriman menikahi
wanita-wanita kafir, yaitu mereka wanita-wanita
musyrik penyembah penyembah berhala. Dan Allah
memerintahkan untuk menceraikan mereka jika telah
terjadi akad pernikahan.”

Selain itu, dari uraian ayat di atas dapat dilihat
bahwa agama Islam sangat memperhatikan terutama
memilih pasangan hidup. Apalagi Islam telah menjadi
keyakinan hidup, maka sangat berhati-hati dalam
memilih jodoh, sebab istri yang akan menjadi teman
hidup dan akan menegakkan rumah tangga bahagia
yang penuh dengan iman dan menurunkan anak-anak
yang salih. Adapun perkawinan yang berlainan agama,
Islam membedakan hukumnya sebagai berikut :

a Perkawinan laki-laki musim dengan wanita
musyrik.
Apabila terjadi perkawinan antara seorang wanita
Islam dengan seorang laki-laki non muslim baik

"2 |pid, 52.

3 Ipid.
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ahl al-kitab atau musyrik, menurut Sayyid Sabiq,
ulama figh sepakat melarang dan mengharamkan
perkawinan ini. Hal ini didasarkan pada firman
Allah pada surat al-Bagarah ayat 221 dan surat Al-
Mumthanaah ayat 10 yang sudah penulis uraikan
sebelumnya dan dapat di lihat dari kedua ayat di
atas menolak secara tegas perkawinan antara laki-
laki dengan wanita musyrik.

b. Perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita
Ahlul kitab.
Ahl kitab adalah orang yang menganut salah satu
agama samawi yang mempunyai kitab suci seperti
Taurat, Injil dan Zabur.” Ulama’ berbeda pendapat
mengenai perkawinan antara laki-laki muslim
dengan wanita ahlul kitab.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang laki-
laki muslim boleh menikah dengan wanita ahli
kitab. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam
surat al-Maidah ayat 5:

s S 1585l Gadll dlada’s Saidall 21 Oaf 2500
SRS IRV ERNCES
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" Rusdaya Basri, Fikih Munakahat ; 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah,
(Jakarta: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 252.



92

Shales Laa 38 LAYL DI Gy IRAT (52850
Gl a3 5aY) b
“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-
baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang
diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan
kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan
dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga
kehormatan di antara wanita-wanita yang
beriman dan wanita-wanita yang menjaga
kehormatan di antara orang-orang yang diberi
Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah
membayar mas kawin mereka dengan maksud
menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan
tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik.
Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak
menerima hukunm+hukum Islam) maka hapudah
amalannya dan ia di hari kiamat termasuk
orang-orang merugi.” (Q.S. 5 [Al-Ma’idah]: 5)
Selain Q.S. a-Maidah ayat 5, juga berdasarkan
sunah Nabi Muhammad Shallallhu “alaihi Wa
Sallam yang notabene beliau pernah menikah
dengan wanita Ahlul Kitab, yakni Mariah al-
Qibtiyah (Kristen). Demikian pula seorang sahabat
beliau yang termasuk senior bernama Huzaifah bin
a-Yaman pernah menikah dengan seorang wanita
Yahudi, sedang para sshabat tidak ada yang
menentangnya. Meskipun demikian, ada sebagian
ulama yang melarang perkawinan antara seorang
pria muslim dengan wanita Kristen atau Y ahudi,
karena pada hakikatnya doktrin dan ibadah Kristen

dan Yahudi itu mengandung unsur syirik yang
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cukup jelas, misanya garan trinitas dan
mengkultuskan Nabi Isa a.s dan Sayidah Maryam
(Maria) bagi umat Kristen, dan kepercayaan Uzair
putra Allah dan mengkultuskan Haikal Nabi
Sulaiman a.s bagi umat Y ahudi.”

Sekalipun mayoritas ulama pada dasarnya sepakat
membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita
ahli kitab, namun dalam kebolehan tersebut juga
terdapat perbedaan pendapat:

Menurut sebagian mazhab Hanafi, Maliki,
Syafi’i, dan Hanbali memandang bahwa
hukum perkawinan tersebut adalah makruh;

Menurut pandangan sebagian  pengikut
mazhab Maliki, seperti lbnu Qasim dan
Khalil, menyatakan bahwa perkawinan
tersebut diperbolehkan secara mutlak;

Al-Zarkasyi (mazhab Syafi’i) berpendapat
bahwa perkawinan tersebut disunatkan apabila
wanita ahli kitab tersebut diharapkan dapat
masuk Islam, seperti perkawinan ‘Usman bin
‘Affan dengan Nailah.”

Meskipun  menikahi  wanita ahlul  kitab
diperbolehkan, tetapi hukum menikah dengannya

’> Muhammad Y usuf, Masail Fighiyyah : Memahami Permasalahan
Kontemporer, (Jakarta ; Gunadarma llmu, 2017), 55.

7 M. Ali Hasan, Masail Fighiyah al-Haditsah, (Jakarta: PT. Reja Grafindo,

1998), 13.
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adalah makruh atau tidak dianjurkan menikahi
wanita ahlul kitab, ha tersebut dikarenakan
seorang laki-laki ditakutkan akan condong secara
berlebihan kepada perempuan yang dinikahinya
lau memalingkannya dari agama Islam atau
dikuasai oleh keluarga dan saudara yang satu
keyakinan dengan perempuan yang dinikahinya,
jika dia tinggal di negeri non-Muslim. Hukum
makruh ini juga dikarenakan pernikahan tersebut
dapat memperbanyak komunitas mereka (non-
Mudim).

c. Perkawinan antara wanita muslimah dengan laki-
laki non-muslim
Ulama telah sepakat, bahwa Isdlam melarang
perkawinan antara seorang wanita muslimah
dengan pria non-muslim, baik calon suaminya
termasuk pemeluk agama yang mempunyai kitab
suci, seperti Kristen dan Yahudi, ataupun pemel uk
agama yang mempunyai kitab serupa kitab suci,
seperti Budha, Hinduisme, maupun pemeluk agama
atau kepercayaan yang tidak punya kitab serupa
kitab suci dan juga kitab yang serupa kitab suci,
termasuk penganut animisme, ateisme, politeisme,
dan sebagainya.”’

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan
bahwa perkawinan antara calon suami dan calon istri

7 Masyfuk Zuhdi, Masail Fighiyyah, (Jakarta: Haji Mas Agung), 1991, 4-6.
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dinyatakan sah apabila beragama Islam, ha tersebut
dapat dilihat dalam Pasal 4 KHI yaitu “perkawinan
adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam
sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974

tentang perkawinan”.

Kemudian terkait pencatatan perkawinan penganut
adliran  kepercayaan yang memilih  menikah
menggunakan agama Islam kemudian keduanya masuk
Islam juga sudah sesuai dengan syariat Islam, meskipun
di dalam Idam tidak mengatur pencatatan perkawinan
secara spesifik. Pencatatan perkawinan dalam Idlam
dapat didasarkan pada Al-Qur’an surat Al-Bagarah: 282
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“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila
kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan
hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis
menolak untuk menuliskannya sebagaimana
Allah telah mengajarkan kepadanya, maka
hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang
yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah
dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan
janganlah dia mengurangi sedikitpun
daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang
kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau
tidak mampu mendikiekan sendiri, maka
hendaklah walinya mendiktekannya dengan
benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang
saks laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada
(saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang
laki-laki dan dua orang perempuan di antara
orang-orang yang kamu sukai dari para saks
(yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka
yang seorang lagi mengingatkannya. Dan
janganlah saksi-saks itu menolak apabila
dipanggil. Dan janganlah kamu bosan
menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang
itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih
adil di sis Allah, lebih dapat menguatkan
kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada
ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan
perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara
kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu
tidak menuliskannya. Dan ambillah saks apabila
kamu berjual beli, dan janganlah penulis



97

dipersulit dan begitu juga saks. Jika kamu
lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu
suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah
kepada Allah, Allah memberikan pengajaran
kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala
sesuatu.” (Q.S. 2 [Al-Bagarah]: 282)

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa adanya bukti
autentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian
hukum. Bahkan redaksinya  dengan  tegas
menggambarkan  bahwa pencatatan  didahulukan
daripada kesaksian, yang mana dalam perkawinan
menjadi satu rukun.

Selain dengan surat Al-Bagarah ayat 282 di atas,
daam kaidah hukum idam menjelaskan bahwa
pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan
akta nikah, sangat jelas mendatangkan maslahat bagi
tegaknya rumah tangga. Hal tersebut sgadan dengan
kaidah :

ladl Cila e aoie anliall )

“Menghindari kerusakan didahulukan daripada
memperoleh kemaslahatan™

Faliadlls o sia de Gl e alaY) G yus

“Tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan
terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan
rakyatnya”.
Pemerintah yang mengatur tentang pencatatan
pernikahan dan dibuktikannya dengan akta nikah, dalam

perspektif metodologis, diformulasikan menggunakan
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metode istihlah atau maslahat mursalah. Hal ini karena
meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau
sunah yang memerintahkan pencatatan nikah,
kandungan maslahatnya segjalan dengan tindakan syara’
(mulaimah li  tasharufat al-syar’) yang ingin
mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dapat
dilakukan analogi (qgiyas), karena ada kesamaan illat,
yaitu untuk menghindari dampak negatif yang
ditimbulkan dari nikah yang tidak dicatat.

Kemudian setelah  perkawinan  terlaksana
memenuhi syarat dan rukun dalam Islam, perkawinan
tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)
Gunungwungkal, hal tersebut sudah sesua dengan
Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal tersebut dapat
dilihat dalam KHI Pasal 5 yaitu :

a) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi
masyarakat |slam, setiap perkawinan harus dicatat.

b) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1)
dilakukan oleh Pegawai  Pencatat  Nikah
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32
Tahun 1954.

Adapun teknis pelaksanaanya dapat dilihat dalam
KHI Pasal 6 yaitu :

a) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap
perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di
bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
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b) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan
Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai
kekuatan hukum.

Dalam Kompilas Hukum Islam dijelaskan bahwa
hukum perkawinan tidak lagi hanya terbatas pada
hukum substantif, pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam
menyebutkan “Agar terjamin ketertiban perkawinan
bagi masyarakat Islam, dan setiap perkawinan harus
dicatatkan. Dengan demikian menurut KHI, perkawinan
yang tidak dicatat dan dilakukan di luar pengawasan
Pegawai Pencatatan Nikah tidak memiliki kekuatan
hukum. Pada Pasal 5 tersebut dengan dikuatkan dengan
adanya Pasal 7, yang menyatakan bahwa perkawinan
hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat
oleh Pegawai Pencatatan Nikah. Sehingga dapat
dikatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan
kewajiban bagi setiap orang Islam yang melangsungkan
perkawinan. Pencatatan perkawinan yang dimaksud
dalam KHI berkaitan dengan sah atau tidaknya tidaknya
suatu perkawinan yang dilaksanakan, karena pencatatan
perkawinan tersebut berkaitan dengan hubungan
keperdataan. Sebuah perkawinan yang tidak dicatat oleh
Pegawai Pencatatan Nikah tidak memiliki kekuatan
hukum sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
terkait keabsahan perkawinan Penganut aliran
kepercayaan di Desa Jrahi yang memilih agama Islam
ialah sah, hal ini sesuai dengan surat Al-Bagarah ayat



100

221 dan Surat Al-Mumthana’ah ayat 10 yang mana
menjelaskan bahwa larangan menikah wanita musyrik
meskipun ada pengecualian boleh menikahi wanita ahlul
kitab. Namun, penganut aliran kepercayaan juga bukan
termasuk ahl kitab. Sudah dijelaskan juga sebelumnya
bahwa Ahl kitab adalah orang yang menganut salah satu
agama samawi yang mempunyai kitab suci seperti
Taurat, Injil dan Zabur. KHI juga mengatur di dalam
Pasal 4 yaitu “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan
menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UU
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”.

Kemudian, terkait dengan pencatatan perkawinan
penganut  diran  kepercayaan yang  memilih
melangsungkan pernikahan dengan agama Isdlam
kemudian dicatatkan di Kantor Urusan Agama
Gunungwungkal juga sesuai dengan Kompilasi Hukum
Islam Pasal 5 yang berbunyi perkawinan adalah sah,
apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan
Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan. Kemudian Pasal 5 KHI dikuatkan dengan
Pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya
dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh
Pegawai Pencatatan Nikah.

2. Hukum Positif
Pada masyarakat sekarang ini, suatu perkawinan
dianggap sah apabila telah mendapat pengakuan dari
negara. Mengingat di dalam Negara Republik Indonesia
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yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama adalah
“Ketuhanan Yang Maha Esa' maka perkawinan
dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan
agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan sgja
mengandung unsur lahir atau jasmani tetapi juga
mengandung unsur batin atau rohani, di samping itu
juga perkawinan menjadi peranan penting, terlebih sgjak
diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dimana di dalam Pasal 2 ayat (1)
dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum
masing-masing agama dan kepercayaannya. Dengan
demikian peranan agama dan kepercayaan semakin
lebih diteguhkan di dalam hukum positif. Dengan
adanya Pasal 2 ayat (1) tersebut pelaksanaan menurut
agama dan kepercayaan masing-masing telah menjadi
syarat mutlak untuk menentukan sah atau tidaknya suatu
perkawinan. Tidak ada persoalan apabila perkawinan
hanya dilakukan antara orang-orang yang seagama atau
sekepercayaan.

Praktik perkawinan pasangan yang semula beda
agama di Indonesia ini masih terjadi sampai sekarang.
Mengingat masyarakat di Indonesia adalah masyarakat
plural yang menyebabkan perkawinan beda agama tidak
dapat dihindarkan. Praktik perkawinan pasangan yang
semula beda agama masih berlangsung di Desa Jrahi
Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati sampai
sekarang. Mereka melakukan perkawinan ini dengan
cara masuk Islam atau menundukkan hukum sementara



102

pada salah satu hukum agama pasangannya dan setelah
menikah, mereka kembali ke agama semula, seluruh
agama yang diakui oleh negara itu diakui hak haknya,
termasuk hak untuk melangsungkan perkawinan dan
hak untuk beragama. Secara administratif, perkawinan
harus sesuai dengan aturan yang berlaku, misanya
pasangan yang menikah di Kantor Urusan Agama
(KUA) harus beragama Idlam, namun secara hak
beragama seseorang boleh memeluk agama yang
diyakininya. Sedangkan menurut Undang-undang, salah
satu syarat perkawinan dinyatakan sah apabila sudah
memenuhi syarat-syarat secara administratif.

Pencatatan perkawinan telah diatur sgak lama
sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam penjelasan
sebelumnya, dalam ha ini dapat diartikan bahwa
pencatatan perkawinan adalah sebuah aktivitas atau
tindakan untuk mencatat suatu peristiwa oleh lembaga
guna menciptakan ketertiban hukum. Landasan dalam
melakukan pencatatan perkawinan ini dijelaskan dalam
Pasa 2 Ayat 1-2 Undang-Undang Perkawinan No.l
Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dengan tidak mengubah substansi yang ada bahwa
pencatatan perkawinan ini dijelaskan dalam penjelasan
umum bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halhya
dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan
seseorang, seperti kelahiran, kematian yang dinyatakan
dalam surat resmi yaitu sebuah akta yang bersifat resmi
dan termuat dalam daftar pencatatan yang ada dan
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diakui oleh negara. Dengan memperhatikan bunyi
Undang-Undang dan penjelasan umum yang ada, maka
menurut  penulis bahwa pencatatan perkawinan
mempunyai  tujuan untuk menjadikan peristiwa
perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan
maupun orang lain dan masyarakat. Hal ini dengan
dibuktikan dalam suatu draf yang bersifat resmi yang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sehingga
sewaktu waktu dapat dipergunakan terutama sebagai
alat bukti tertulis yang otentik, perkawinan telah sah
menurut hukum negara dan bisa menjadi adat
pencegahan suatu perbuatan yang lain yang dapat
menimbulkan efek hukum.

Daam ha ini perkawinan penganut aliran
kepercayaan yang dalam KTP masih mencantumkan
agama Isam menikah dengan penganut diran
kepercayaan yang dalam KTP mencantumkan agama
Penghayat Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa yang
menikah memilih menggunakan agama islam atau pun
menggunakan agama aliran kepercayaan dinyatakan sah
dan sudah sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun
1974 tentang perkawinan Pasal 1 yang menyatakan
bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan
menurut  hukum  masing-masing agama  dan
kepercayaannya itu.” Kemudian pasangan perkawinan
penganut  adliran  kepercayaan yang  memilih
mel angsungkan perkawinan menggunakan agama aliran
kepercayaan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan
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dan Catatan Sipil, sedangkan jika yang dipilih adalah
Islam maka dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)
Gunungwungkal .

Alat bukti yang berkekuatan hukum tetap dalam
perkawinan ini tertuang dalam kutipan akta atau buku
nikah, sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan oleh
Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) atau seseorang yang
menikah tanpa adanya bukti pencatatan maka
pernikahannya dianggap tidak memiliki kekuatan
hukum. Seseorang yang menikah tanpa dicatatkan oleh
Pegawai Pencatatan Nikah maka pernikahannya tidak
sah menurut Perundang Undangan yang berlaku, hal ini
bersifat administratif. Sebagaimana yang tertulis di atas
bahwa seseorang yang menikah tanpa dicatatkan oleh
Pegawai Pencatatan Nikah atau tidak memiliki bukti
maka perkawinannya tidak sah menurut Undang-
Undang yang berlaku di Negara. Ketentuan adanya
pencatatan perkawinan ini menimbulkan akibat hukum
yang penting bagi masyarakat, karena hal ini akan
berimbas kepada aktivitas hukum yang berjalan. Sesuai
dengan Undang-Undang No 32 Tahun 1954 tentang
Nikah, Talak, dan Rujuk bahwa untuk melakukan
administras  berupa pencatatan dapat dilakukan di
Kantor Urusan Agama bagi calon pasangan yang
beragama Islam dan di Kantor Catatan sipil bagi calon
pasangan yang beragama sdlain Islam termasuk
penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia.
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Bagi penganut penghayat kepercayaan ini bisa
mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil
Kabupaten atau Kota tempat mereka tinggal, yang
sebelumnya terkendala dan belum diakui dengan catatan
bahwa airan kepercayaan yang mereka yakini sudah
terdaftar di dalam Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan. Pencatatan perkawinan bagi diran
penghayat kepercayaan ini dapat dilakukan di Kantor
Catatan Sipil setelah adanya putusan Mahkamah
Kongtituss No. 97/PUU-X1V/2016 (Putusan MK
97/2016), Mahkamah  Konstitus  mengabulkan
permohonan para pemchon dari berbagai perwakilan
aliran kepercayaan. Dengan tiga point yang dikabulkan
antara lain bahwa aliran kepercayaan adalah bagian dari
agama yang tidak bisa terpisahkan dan juga sebagai hak
asas manusia, serta bahwa pengosongan kolom agama
dalam KTP dan perisiwa administras bagi aliran
kepercayaan  menjadi  kepastian  hukum  bagi
penganutnya. Putusan MK 97/2016 ini menjadi angin
segar bagi para penganut aliran penghayat kepercayaan
dapat berpartisipas dalam kehidupan bermasyarakat
dan berbangsa negara serta memiliki kepastian hukum
dan hak sebagai warga negara.

Lahirnya Putusan MK ini berangkat dari keresahan
para penganut aliran penghayat kepercayaan, yang mana
bahwa sebelum adanya Putusan MK ini kolom agama
untuk penghayat kepercayaan masih kosong. Dalam hal
ini hak dasar untuk menganut agama yang di dalamnya
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mencakup hak untuk menganut kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa adalah bagian dari hak asas
manusia dan kelompok hak-hak sipil dan politik.
Sebagal hak asasi yang bersumber pada hak alamiah,
hak ini melakat pada setiap orang bukan pemberian
negara melainkan hak dasar setigp manusia
Pengosongan kolom agama ini dianggap tidak adil bagi
para penganut aliran kepercayaan karena bersifat
diskriminatif. Pengosongan kolom agama bagi penganut
aliran kepercayaan ini menimbulkan masalah yang
kemudian muncul  seperti  sulitnya  penganut
kepercayaan dalam melakukan aktivitas sehari-hari,
seperti sulitnya mencari  pekerjaan, kesulitan dalam
mengakses hak atas jaminan sosial, kesulitan dalam
mengakses dokumen kependudukan (KK, KTP Akta,
dll) dikarenakan kosongnya kolom agama di E-KTP.

Namun, dengan adanya putusan MK, para
penganut airan kepercayaan di Desa Jrahi yang masih
mencantumkan agama lain dalam kolom agama pada
KTP bdum seluruhnya merubah agamanya menjadi
Penghayat Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, hal ini
dapat dilihat dari data monografi yang penulis peroleh
yang mana para penganut aliran kepercayaan bukan
dinyatakan dengan agama Penghayat Kepercayaan
Tuhan Yang Maha Esa, tetapi tertulis “lain-lain”.
Perubahan dalam kolom agama pada KTP bagi
penganut aliran kepercayaan belum merasakan
diperlukan, ha tersebut dikarenakan dengan
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mencantumkan agama lain para penganut aliran
kepercayaan sudah bisa mendapatkan haknya sebagai
warga Negara, meskipun pada reditanya mereka
melakukan aktivitas peribadatan tidak menggunakan
agama yang di KTP tetapi dengan aliran kepercayaan
yang dipeluk.

Setelah adanya putusan MK 97/2016 serta
diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah No 40
Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 tahun 2006
tentang administrasi kependudukan maka para penganut
aliran penghayat kepercayaan ini sudah bisa melakukan
pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil dan
melakukan kegiatan administras yang ada. Dalam ha
ini yang sebelumnya memiliki kendala hukum atau
harus dobel agama agar bisa melakukan kegiatan
administras yang ada sekarang sudah tidak perlu
melakukan hal itu agar dapat mencatatkan
perkawinannya serta memiliki kepastian hukum dari
pemerintah.

Setelah dikeluarkannya PP No. 40 Tahun 2019
tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa
pencatatan bagi airan penghayat kepercayaan sudah
dapat dilakukan, dengan melakukan beberapa tahap
administras yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil
kabupaten atau kota tempat calon pasangan melakukan
perkawinan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 39 PP
No.40  Tahun 2019  tentang Administras
K ependudukan.
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Dapat dilihat dalam Pasal 39 di atas bahwa
perkawinan bagi penghayat kepercayaan ini dilakukan
di hadapan pemuka penghayat kepercayaan terlebih
dahulu, perkawinan yang dilakukan secara kepercayaan
ini dipimpin oleh pemuka penghayat kepercayaan yang
sudah memiliki SK dari Kementerian yang berwenang
untuk menikahkan, hanya yang memiliki SK yang bisa
menikahkan jika tidak memiliki SK dapat dibilang
bahwa perkawinan tidak sah dan tidak mendapat surat
pemberkatan. Setelah semua prosedur dilakukan
menurut kepercayaan penghayat masing-masing atau
dapat disebut sebagai perkawinan secara adat dan
pemuka penghayat kepercayaan juga menandatangani
surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa sebagai bukti bahwa telah
dilakukannya perkawinan secara adat atau kepercayaan.

Selanjutnya di dalam Pasal 40 Ayat 1-2 dijelaskan
bahwa setelah melakukan perkawinan secara adat atau
kepercayaan dapat melakukan pencatatan perkawinan di
Kantor Catatan Sipil dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan
terhadap Tuhan Y ang Maha Esa dilakukan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten/K ota paling lambat
60 (enam puluh) hari setelah dilakukan perkawinan
di hadapan pemuka penghayat kepercayaan
terhadap Tuhan Y ang Maha Esa.
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2. Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
ketentuan:

a Pegabat Pencatatan Sipil pada Dinas
Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil
Kabupaten/K ota atau UPT Dinas
Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil
Kabupaten/K ota memberikan formulir
pencatatan perkawinan kepada pasangan
suami istri;

b. Pasangan suami istri mengis formulir
pencatatan perkawinan dan menyerahkannya
kepada pejabat Pencatatan Sipil dengan
menunjukkan  KTP-el  untuk dilakukan
pembacaan menggunakan perangkat pembaca
KTP-el dan melampirkan dokumen:

e surat perkawinan penghayat kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan
menunjukkan aslinya;

e pasfoto suami danistri;
e aktakelahiran; dan

e dokumen perjdanan luar negeri suami
dan/atau istri bagi orang asing.

c. Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi
dan validas terhadap data yang tercantum
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dalam formulir pencatatan perkawinan dan
dokumen yang dilampirkan;

d. Berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian data
hasil verifikasi dan validas sebagaimana
dimaksud pada huruf c, pejabat Pencatatan
Sipil mencatat pada register akta perkawinan
dan menerbitkan kutipan akta perkawinan; dan

e. Kutipan akta perkawinan sebagaimana
dimaksud pada huruf d diberikan masing-
masing kepada suami dan istri.”

Daam Pasal di atas bahwa Pegawai catatan Sipil
melakukan verifikasi dan validas terhadap data terlebih
dahulu yang tercantum dalam formulir pencatatan
perkawinan dan dokumen yang dilampirkan,
berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian data hasil
verifikas dan validas sebagaimana dimaksud pada
ketentuan di atas. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat
pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan
akta perkawinan setelah semua prosedur dan mekanisme
perkawinan dilakukan dengan baik dan bukti yang
dibawa sebagai aat untuk melakukan kegiatan
administras bagi aliran penghayat kepercayaan. Setelah
sah dan memiliki bukti akta perkawinan maka pasangan
penghayat kepercayaan sudah dilindungi haknya oleh

’® peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 Tentang Administrasi
K ependudukan.
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negara seutuhnya tanpa takut tidak diaku dan dipersulit
mel akukan kegiatan administrasi yang ada.

Merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang
menentukan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan
menurut  hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya dan dicatatkan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan ini
merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipilih
keberlakuannya. Apabila hanya memenuhi salah satu
ketentuan sgja, maka peristiwa perkawinan tersebut
belum memenuhi unsur hukum yang ditentukan oleh
undang-undang. Dengan kata lain bahwa suatu
perkawinan itu harus dilakukan menurut keyakinan dan
peraturan yang mengatur tentang perkawinan itu sendiri,
yang dimaksud peraturan ini adalah bahwa pencatatan
bagi agama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama
dan untuk agama selan Idam serta penghayat
kepercayaan dilakukan di Dinas Pencatatan Sipil.
Peraturan yang mengatur tentang segala administras
dan Pencatatan Perkawinan, Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 2019 Pelaksanaan Undang Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administras
Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan. Bahwa pada
kenyataannya para penganut aliran kepercayaan sudah
sgjadan dengan Undang-Undang Perkawinan sebagai
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hukum materil yang berlaku bagi semua masyarakat di
Indonesia tanpa terkecuali.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan kepada Pasal 28B ayat (1) UUD 1945
terkait hak setiap orang atas perkawinan yang sah tanpa
ada diskriminas atas dasar apa pun menempati
kedudukan tertinggi dalam sistem perundang-undangan.
Makna “agamanya’ dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor
1 Tahun 1974 harus mengikuti Putusan Mahkamah
Kongtituss Nomor 97/PUU-X1V/2016 yang amarnya
menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan
Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk bertentangan dengan
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat bersyarat sepanjang tidak  termasuk
“kepercayaan”. Agama ditafsirkan tidak terbatas pada
agama sgja, tetapi juga kepercayaan merupakan
penafsiran inklusif yang mengakui keanekaragaman.™

Dari hasil wawancara oleh penulis, adapun alasan
penganut aliran kepercayaan yang rela berpindah agama
bak agama Idam maupun selain Islam untuk
melangsungkan perkawinan adalah pertama, didasari
sding suka atau cinta dan kedua, kemudahan
administrasi perkawinan (pencatatan perkawinan).

Pertama, Perkawinan penganut aliran kepercayaan
yang berbeda agama dalam KTP yang rela berpindah

® Winda Wijayanti, Penghayat Kepercayaan (Perlindungan Hukum Melalui
Hukum Administrasi), (Depok: PT Raja Grafindo Pers, 2019), 276.
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agama yang dilakukan atas dasar saling suka atau cinta
terhadap pasangan dilakukan didasari kurangnya
pengetahuan tentang ajaran agama. Ajaran agama
tentang larangan menikah dengan selain agamanya tidak
dipahami dengan bak oleh kedua belah pihak.
Perkawinan dilakukan atas dasar saling suka kemudian
mengesampingkan garan agama yang melarang
seseorang untuk menikah dengan selain agamanya dan
garan agama yang melarang untuk berpindah-pindah
agama (murtad). Menurut narasumber yang penulis
wawancaral, perkawinan tidak perlu
mempermasal ahkan perbedaan  agama, tetapi
perkawinan harus didasari atas dasar saling suka atau
cinta, saling memahami, dan mengerti satu individu
dengan individu lainnya. Selain itu, perkawinan tersebut
dilakukan agar menghindari hal-hal yang tidak
diinginkan dan dikhawatirkan kedua pasangan ini akan
melakukan perbuatan zina atau kumpul kebo sehingga
menimbulkan kemudharatan bagi keduanya.

Di era sekarang, mudah untuk mengakses
informasi yang luas dan aturan yang jelas dalam
perkawinan, maka sebetulnya faktor ketidak tahuan
gjaran agama tidak relevan dan hanya mengada-ada agar
terhindar dari sanksi hukum. Agama dijadikan aat
mainan dalam administrasi perkawinan, sebab orang
dengan mudah menggonta-ganti agama. Aturan
perkawinan dalam agama Isdam di Indonesia yang
termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam sudah jelas
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bahwa menikah hanya boleh dengan orang yang
seagama, bukan kepada orang yang berlainan agama,
bukan pula kepada orang yang mempermainkan agama
(meng gonta ganti agama).

Faktor ketidak tahuan garan agama termasuk
faktor yang dibuat oleh masyarakat agar mereka seakan-
akan tidak tahu aturan agama. Jika hal demikian benar,
maka mereka termasuk orang-orang yang berpaling dari
Allah. Firman Allah SWT dalam Surat Thaha ayat 124-
126:

L35 Sl Al 11 8 5 S8 08 G2 0
Eak iy el Enaa A GG 06 el A 23
oo 2 N, T ) G S (3 )

“Dan barangsiapa berpaling dari peringatanKu,
maka sungguh ia akan menjalani kehidupan yang
sempit dan Kami akan mengumpulkannya pada
hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata: Ya
Tuhanku, mengapa Engkau kumpulkan aku dalam
keadaan buta, padahal dahulu aku dapat
melihat? Dia (Allah) berfirman: Demikianlah,
dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat Kami,
dan kamu mengabaikannya, dan begitu (pula)
pada hari ini kamu diabaikan.” (Q.S. 20 [Thahal:
124-126)

Murtad atau keluar dari agama Islam adalah tidak
boleh, karena orang yang murtad termasuk orang-orang
yang sesat, dan orang yang mati dalam keadaan tidak
beriman (kafir), maka baginya azab yang pedih dan
tidak ada yang menolong atau memberinya syafaat.
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Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ali Imran
(3) ayat 90-91.

0 531538 138551 2 i) 351358 G
Rl b Sl4f5% s, 13 1358 Gl &)
Jljmquajﬂ‘\ ;&@h]w&iaﬁjﬁifﬁa}
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“Sungguh orang-orang yang kafir setelah
beriman, kemudian bertambah kekafirannya,
tidak akan diterima tobatnya, dan merekalah
orang-orang yang sesat. Sungguh orang-orang
yang kafir dan mati dalam kekafirannya, tidak
akan diterima (tebusan) dari seseorang di antara
mereka sekalipun (berupa) emas sepenuh bumi,
sekiranya dia hendak menebus diri dengannya.
Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab
yang pedih dan tidak memperoleh penolong.”
(Q.S. 3[Ali Imran]: 90-91)

Kedua, adalah karena kemudahan administras
perkawinan menjadi salah satu sebab orang berpindah
agama dalam perkawinan yang semula beda agama.
Alasan ini jelas merupakan permainan yang dibuat oleh
orang Yyang ingin memudahkan  administras
perkawinan. Mereka mencari celah hukum agar tercapai
tujuan mereka, yaitu menikah dengan pujaan hatinya
meski berbeda keyakinan agamanya. Dengan jalan ini,
maka mereka terhindar dari sanksi hukum. Namun
mereka lupa akan garan agama yang tidak
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membolehkan manusia untuk keluar dari agama
(murtad), atau bahkan mempermainkan agamanya.

Abdurrahman dalam Kompendium Bidang Hukum
Perkawinan berpendapat bahwa ada beberapa cara yang
ditempuh oleh mereka yang akan melakukan
perkawinan beda agama, yaitu:

Pertama, salah satu dari pasangan mengikuti
keyakinan agama pasangannya dan menikah menurut
agama dari pasangannya tersebut. Ada dua bentuk
perpindahan keyakinan agama yang dilakukan pasangan
untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan
pasangannya, yaitu:

a. Perpindahan agama hanya berupa proforma untuk
memenuhi persyaratan agar pernikahannya dapat
dilangsungkan dan dicatatkan secara resmi, hamun
kemudian setelah perkawinan tersebut berlangsung
yang bersangkutan kembali kepada keyakinan
agamanya semula dan tetap menjalankan aturan
agamanya.

b. Pernikahan yang benar-benar secara tulus
melakukan peralihan keyakinan agamanya dan
menjalankan garannya untuk seterusnya dalam
kehidupan perkawinan dan keluarga mereka; dan

c. Masing-masing pasangan tetap mempertahankan
keyakinan agamanya. Pernikahan dilangsungkan
menurut masing-masing agama, bisa jadi di pagi
hari pernikahan berlangsung menurut keyakinan
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agama salah satu pasangan, serta siang atau sore
harinya melakukan pernikahan lagi menurut agama
yang lainnya. Pernikahan dengan cara seperti ini
juga banyak dilaksanakan dengan konsekuensi
masing-masing pasangan yang hidup bersama
daam perkawinan tersebut tetap menjalankan
keyakinan agama masing-masing.

Menurut penulis, cara yang dilakukan oleh
penganut airan kepercayaan yang berbeda agama dalam
KTP dengan masuk Islam karena alasan perkawinan
atau mengganti agama dalam perkawinan tidaklah
menjadi perbuatan yang baik, baik dari segi garan
agama, budaya, maupun dari dari tata aturan
perkawinan di Indonesia. Walaupun perbedaan agama
dalam KTP namun pada prakteknya perpindahan agama
dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya secara
administratif untuk melegalkan perkawinan sgja.

Kemudian, dari uraian di atas dapat disimpulkan
bahwa keabsshan perkawinan penganut dliran
kepercayaan yang memilih melangsungkan perkawinan
dengan menggunakan agama islam sudah sesua dengan
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
Pasal 1 yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah
sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agama dan kepercayaannya itu.” Kemudian perkawinan
tersebut juga dicatatkan di Kantor urusan Agama
(KUA) Gunungwungkal, hal tersebut sesuai dengan
Pasa 2 ayat 1-2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974
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tentang Perkawinan. Meskipun setelah adanya putusan
Mahkamah Konstitusi para penganut aliran kepercayaan
sudah mendapatkan haknya tanpa ada rasa diskriminasi
dengan agama lain, ha ini dapat dilihat dari setelah
diputuskan Putusan Mahkamah Konstitus lahirlah PP
No. 40 Tahun 2019 tentang Administras
Kependudukan yang mana dijelaskan bahwa pencatatan
perkawinan bagi penganut aliran kepercayaan sudah
dapat dilakukan di Kantor Urusan Catatan Sipil. Tetapi
kebebasan dalam memilih agama untuk melangsungkan
perkawinan kembali kepada pribadi masing-masing.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari uraian di atas, setelah penulis mempelgjari data-
data, melakukan wawancara, membahas dan menganalisis
permasal ahan yang penulis angkat, maka sebagai hasil akhir
penulisan skripsi ini, penulis kemukakan beberapa
kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik perkawinan yang dilakukan oleh calon pasangan
penganut aliran kepercayaan di Desa Jrahi adalah harus
tunduk pada salah satu agama, ha tersebut sgaan
dengan Pasal 2 ayat 1 yang mengatakan bahwa
perkawinan sah, apabila dilakukan menurut masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu. Adapun
sebelum melaangsungkan perkawinan keluarga dari
calon pasangan suami sertaistri melakukan musyawarah
secara kekeluargaan untuk memilih agama mana yang
akan digunakan untuk melangsungkan perkawinan.
Setelah sepakat, jika agama dalam KTP berbeda maka
harus menyamakan agama dalam KTP sesuai dengan
agama Yyang dipilih, selanjutnya perkawinan
dilangsungkan memenuhi syarat-syarat dari agama yang
dipilih.

2. Menurut hukum Islam, perkawinan Penganut aliran
kepercayaan di Desa Jrahi yang memilih agama Islam
ialah sah, hal ini sesua dengan surat Al-Bagarah ayat
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221 dan Surat Al-Mumthana’ah ayat 10 yang mana
menjelaskan bahwa larangan menikah wanita musyrik
meskipun ada pengecualian boleh menikahi wanita ahl
kitab. Namun, penganut aliran kepercayaan juga bukan
termasuk ahl kitab. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa
Ahl kitab adalah orang yang menganut salah satu agama
samawi yang mempunyai kitab suci seperti Taurat, Injil
dan Zabur. KHI juga mengatur di dalam Pasal 4 yaitu
“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut
hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1
Tahun 1974 tentang perkawinan”. Kemudian, terkait
dengan pencatatan perkawinan penganut aliran
kepercayaan yang memilih melangsungkan pernikahan
dengan agama Islam kemudian dicatatkan di Kantor
Urusan Agama Gunungwungkal juga sesuai dengan
Kompilasis Hukum Islam Pasal 5 yang berbunyi
perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut
hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1
Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian Pasal 5
KHI dikuatkan dengan Pasal 7 yang menyatakan bahwa
perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah
yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah. K eabsahan
perkawinan penganut aliran kepercayaan yang memilih
melangsungkan perkawinan dengan menggunakan
agama |slam sudah sesuai dengan Undang-undang No. 1
Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1. Kemudian
perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor urusan
Agama (KUA) Gunungwungkal, hal tersebut sesuai
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dengan Pasal 2 ayat 1-2 Undang-undang No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan. Meskipun setelah adanya
putusan Mahkamah Konstitus para penganut aliran
kepercayaan sudah mendapatkan haknya tanpa ada rasa
diskriminasi dengan agama lain, ha ini dapat dilihat
dari setelah di putuskan Putusan Mahkamah Kongtitusi
lahirlah PP No. 40 Tahun 2019 tentang Administrasi
K ependudukan yang mana dijelaskan bahwa pencatatan
perkawinan bagi penganut aliran kepercayaan sudah
dapat dilakukan di Kantor Urusan Catatan Sipil.
Namun, kebebasan dalam memilih agama untuk
melangsungkan perkawinan kembali kepada pribadi
masi ng-masing.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis

memberikan saran beberapa di antaranya:

1

Melihat realita yang terjadi di zaman sekarang, praktik
perkawinan penganut aliran kepercayaan beda agama
dalam kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP)
yang terjadi di Desa Jrahi Kecamatan Gunungwungkal
Kabupaten Pati, maka hendaknya pihak Balai Desa Jrahi
dan KUA Kecamatan Gunungwungkal, tokoh agama
dan tokoh masyarakat memberikan pencerahan,
pengarahan dan solusi kepada masyarakat penganut
aliran kepercayaan Desa Jrahi tentang perkawinan beda
agama menurut Hukum Islam maupun Hukum di
Indonesia.



122

Hendaknya pihak Bala Desa Jahi memberikan
penyuluhan atau pencerahan bagi penganut aliran
kepercayaan di Desa Jrahi agar masyarakat penganut
aliran kepercayaan yang masih mencantumkan agama
lain dalam kolom KTP untuk merubah sesuai Undang-
undang yang berlaku, mengingat setel ah adanya Putusan
Mahkamah Konstitusi para penganut aliran kepercayaan
sudah bisa mendapatkan akses penuh terhadap haknya
termasuk juga dalam pencatatan perkawinan sebagal
warga Negara tanpa ada rasa diskriminas dengan
masyarakat lain. Dengan demikian, agama penganut
aliran kepercayaan sudah sesuai dengan Undang-undang
yang berlaku dan dalam kehidupan sehari-hari dapat
beribadah sesuai dengan agama yang terteradi KTP.

Bagi masyarakat Desa Jrahi perlu adanya pemahaman
secara mendalam terkait pencatatan perkawinan agar
tidak tunduk pada salah satu agama ketika akan
melangsungkan perkawinan sga. Sehingga agama
dalam kolom agama di KTP sesua dengan redlita
peribadatan sehari-hari dan agama menjadi pedoman
gjaran hidup serta terjadinya hubungan yang baik antara
penganut agama yang satu dengan yang lainnya dalam
satu pergaulan dan kehidupan beragama.

Sebaiknya para remaja di Desa Jrahi sebelum menikah
untuk berhati-hati dalam memilih pasangan, mengingat
pernikahan beda agama dalam Islam tidak boleh
dilakukan. Dan kepada pejabat KUA dimohon bisa
menyeleks dan mengantisipasi dengan cermat periha
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tersebut di Desa Jrahi khususnya, sehingga tidak ada
lagi pernikahan dengan melakukan penundukan hukum
(berpindah agama sementara). Karena kalau setelah
menikah kemudian meninggalkan agama Islam dan
kembali ke agama semula, maka menurut Islam adalah
murtad, yang mana sudah penulis jelaskan sebelumnya
bahwa murtad hala darahnya Dan murtad itu
mencelakakan orang yang bersangkutan di akhirat
kelak.

5. Untuk para pembaca, dari uraian penditian di atas dapat
di ambil pelgjaran bahwa memilih pasangan yang akan
dijadikan pasangan harus seagama, karena agama
menjadi pedoman dalam kehidupan. Agama jangan
dijadikan formalitas untuk melangsungkan pernikahan,
karena tujuan dari pernikahan adalah membentuk
keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
Perkawinan yang sudah dilaksanakan juga wajib untuk
dicatatkan, meskipun dalam syariat tidak dijelaskan
secara eksplisit tentang hukum pencatatan perkawinan.
Namun dengan mencatatkan perkawinan dimaksudkan
untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

C. Penutup
Demikian skripsi dengan judul “Pencatatan
Perkawinan Terhadap Penganut Aliran Kepercayaan Pasca
Putusan Mahkamah Konstituss No. 97/PUU-XIV/2016
(Studi Kasus Aliran Kepercayaan di Desa Jrahi Kecamatan
Gununugwungkal Kabupaten Pati)”. Penulis berharap
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semoga dengan adanya karya tulis ini dapat menambah
koleksi khazanah keilmuan hukum Islam dan dapat berguna
bagi pembaca dan dapat menjadi rujukan serta referens
dalam bidang akademik pada karya-karya kedepannya.

Penulis dengan penuh kerendahan hati sadar atas
banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan. Maka
dari itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca
sangat penulis harapkan. Penulis banyak mengucapkan
terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu
terselesaikannya skrips ini. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.
Wallahu A’lam bi al-Sawab.
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Gambar 2 : Wawancara dengan Bapak Joyosono (Tuntunan
Aliran Kepercayaan Sapta Darma)
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PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PATI
DATA MONOGRAFI DESA DAN KELURAHAN

l. Desa : JRAHI
2. Nomor Kode 133181
3. Kecamatan : GUNUNGWUNGKAL
4. Kabupaten :PATI
5. Provinsi : JAWA TENGAH
6. Keadasn Data Bulan tJuni  Tahun 2020
BIDANG PEMERINTAHAN
UMuM
1. Tipologi Desa : Desa Agraris
2. Luas dan Batas Wilayah
o Luas Desa : 478,00 Ha
b. Batas Wilayah
) Sebelah Utara + Desa Sentul Kec. Cluwak
2) Sebelah Selatan : Desa Gulang Pongge
3) Sebelah Barat : Wilayah Kehutahan
4) Sebelah Timur : Desa Giling
. Ketinggian Tanah (dpl ) 400
b. Banyaknya Curah Hujan .300 mm/Th
Topografi ( dataran rendah,tinggi pantai ) Dataran Tinggi
Suhu Udara rata- rata : 3eC
e Potensi wisata : Sumberdaya alam ada
4. Orbitasi ( Jarak dari Pusat Pemerintahan Desa/ Kelurahan) :
a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan  : 9.3 KM
Jarak dari Tbukota Kabupaten/Kota 36,5 KM
Jarak dari Ibukota Propinsi 77,0 KM
arak dari Ibukota Negara 273 KM
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4. Puskesmas

5. Poliklinik { PKD )

6. Praktek Dokter
a) Dokter Umum
b) Dokter Gigi
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) Dokter Mata Nihil
d) Dokter THT Nihil
) Dokter Kulit Nihil
f) Dokter Jiwa/Psikiater Nihil
g) Dokter Hewan Nihil
. Dukun Khitan Nihil
. Dukun Bayi Jiwa
. Apotek Nihil
10. Sanatorium Nihil
11. Tabib Nihil
2, Lain-lain
Il PENDIDIKAN
1. Pendidika Umum
; Negeri Swasta
Jenis Pendidikan  ["Gedung | Guru | Mund | Gedung | Gur | Murid
(Bush) | (liws) | (Jiws) | (Bush) | (fiwa) | (Jiwa)
Kelompok Bermain . . . 2 4 41
K . - - 4 40
SD 204
SLTP : .
SLTA =
Akademi “
Sekolah Tinggi'
Universitas
2. Pendidikan Khusus
No Jenis Pendidikan Gedung | Gurw/ Pelatih | Murid
Madarasah - -
3 | Sekolah Luar Biasa
a SLBA
b. SLBB
¢c. SLBC
Pendidikan Non Formal

4) Balai Latihan Kerja (BLK)

IV. SARANA OLAH RAGA /KESENIANKEBUDAYAAN/DAN SOSIAL

1. Olah Raga
a) Lapangan Sepak Bola Nihit
b) Lapangan Basket Nihil
c) Lapangan Volly Lapangan
d) Lapangan Bulu Tangkis Nihil
e) Lapangan Tenis Meja Nihil
f) Lapangan Tenis Nihil
2) Lapangan Aletik Nihil
h) Kolam Renang Anak Nihil
i) Fitnes/Sanggar Senam Tempat
J) Bilyard Nihil
k) Lain-lain Nihil

2. Kesenian/Kebudayaan
a) Jumlah Perkumpulan Seni/Budaya | 4 Unit
b) Jumlah Anggota Budayawan : 15 Jiwa
c) Jumlah Anggota Kesenian | 50 Jiwa

3. Pariwisata
a) Taman Tempat
b) Pantai Nihil
¢) Pemandian Tempat
d) Hutan Lindung/Goa Tempat
¢) Obyek Bersejarah Tempat
f) Toko Cinderamata Nihil
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) Bioskop
h) Lain-lain ( Air terjun)
4. Sosial
. a) Panti Asuhan
b) Panti Wreda
¢} Rumah Jompo
d) Lain-lain
V. PERHUBUNGAN
1. Jalan
a) Jalan Desa
b) Jalan Kabupaten
¢) Jalan Provinsi
d) Jalan Nasional
2. Jembatan
a) Jembatan Beton/Batu
b) Jembatan Kayu Bambu
¢) Jembatan Besi
VL. KOMUNIKASI
1. Kantor Pos
2. Kantor Pos Pembantu
3. Pemancar Radio
4. Stasiun Relay TV
5. ORARI
6. Telepon Rumah
7. Telepon Umum
8. Televisi
9. Radio

VIL. ALAT TRANSPORTASI
1. Sepeda Motor
2. Dokar/Delman
3. Gerobak
4. Kendaraan Roda Tiga
5. Becak Sepeda Motor

t 21

13

- alBan o~

oo§ g .

Nihil

Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
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X. PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN ¢) Rumah Non Permanen 3 184  Unit

1. Pasir 2 Nihil 2. Jenis Komplek Pemukiman
. 2. BatuKapur : Nihil a) BTN : Nihil
3. Batu Gunung 5 Nihil b) Perumnas 2 Nihil
4. Batu Kali 7 Nihil ¢) Real Estate Nihil
5. Lain-lain 3 Nihil * XL Eggaau_§§<gwss<a0rm=
XL PEREKONOMIAN I. Biaya dari Pusat 3 Buah, Rp.1.118.878.000
1. Koperasi 1. Biaya dari Provinsi :2  Buah,Rp. 55.000.000
a) BANK d Nihil 3. Bankab :4  Buah Rp. 10.800.000
b) Koperasi Simpan Pinjam 3 Nihil 4. Biaya dari Kabupaten ADD : 1  Buah, Rp. 352.885.000.
¢) KUD : Nihil 5. Biaya Swadaya Penduduk Nihil
d) BKK : Nihil L PERTANIAN
¢) Badan-badan Kredit H Nihil 1. Padi dan Palawija
f) Koperasi Produksi . Nihil a) Padi i 188 Ha, 925 Ton
) Koperasi Konsumsi } Nihil b) Jagung i 120 Ha 360 Ton
h) Lain-lain 3 Nihil ¢) Ketela pohon ! 7% Ha 750 Ton
2. Pasar: d) Ketela Rambat Madu 3 5 Ha. 15  Ton
a) Pasar Tradisional 3 1 ¢) Kacang Tanah $ 60 Ha 240 Tom
b) Pasar Modern i Nihil N Kedelai ' 02 Ha 03 Ton
¢) Toko i 9 2. Sayur-sayuran
d) Warung/Kios 1 29 a) Kubis/ Kol Nihil
€) KakiLima 3 Nihil b) Kentang Nihil
) Supermarket' Swalayan - Nihil ) Sawi 02 Ha 05 Ton
3. Jasa: d) Tomat 1 Ha. | Ton
u) Travel/Biro perjalanan : Nihil ) Kacang Panjang R O
b) Notaris : Nihil f) Terong 02 Ha 05 Ton
¢} Pengacara 3 Nihil g) Buncis 02 Ha 04 Ton
d) Psikolog 3 Nihil h) Lombok 1 Ho. 02 Ton
¢) Pembuatan SIM/STNK i Nihil ) Bawang Merah £ 05 Ha 04 Ton
f) Lain-lain Nihil j) Bawang Putih ¥ Nihil
XIL. Eggzgﬂévéﬁz k) Ketimun 3 Nihil
1. Jenis Rumah I) Lain-lain t 2 Ha. Ton
a) Rumah Permanen H 429  Unit 3. Buah-buahan
b) Rumah Semi Permanen 107 Unit ) Pisang n Ha. 66 Ton
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h) Lain-tain

TENAGA KERJ
Penyalur Pembantu Rumah Tangga
2. Penampung Pekerja ke Luar Negeri
Il TRANSMIGRAS]
I. Pengiriman transmigrasi Tahun :
2. Jumish Kepala Rumsh Tongga yang dikirim  :
3. Jumlsh Jiwa yang dikirim ;

4.
5. Jumish Lokasi Pengiriman

Pati, 28 Juli 2020
KEPALA DESA JRAHI

Nihil

B

EEEE




DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Erwin Abdullah
TTL - Kudus, 6 Januari 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama :Idam
Alamat : Ds. Besito 5/7 Kec. Gebog Kab. Kudus
No HP WA : 0895627119886
Email : erwi.abdullah@gmail.com
Riwayat Pendidikan :
A. Formal
1. RA Al-Khuriyyah (2004-2005)
2. MI NU Al-Khuriyyah 01 (2005-2012)
3. MTsNU TBSKudus (2012-2015)
4. MA NU TBS Kudus (2015-2019)
B. Non Forma
1. Ponpes Rahmatillah Kudus (2004-2005)
2. Ponpes Al-Masthuriyah (2018-2019)
C. Pengalaman Organisasi
1. OsisMtsNU TBS Kudus (2013-2014)
2. OsisMA NU TBSKudus (2016-2017)
3. Pengurus lkatan Siswa Abiturien (IKSAB) Cabang
Semarang (2012-2018)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat sesuai dengan
keadaan yang sebenar-benarnya serta dapat dipertanggung
jawabkan.
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